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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Implementasi Pendidikan Antikorupsi 

a. Kajian tentang Korupsi 

Sulit untuk menjelaskan korupsi secara utuh, karena korupsi merupakan 

masalah yang kuno dan memiliki fleksibilitas di sektor apapun sehingga penjelasan 

tentang korupsi hanya tertuju pada penyimpangan perilaku yang negatif. Jiang 

(2017: 14) menawarkan dua pendekatan dalam menjelaskan tentang korupsi, yaitu 

antara pendekatan realis dan pendekatan nominalis. Pendekatan realis memandang 

korupsi melalui sudut pandang dunia eksternal yang dianggap eksis dan independen 

sehingga bisa dijadikan representasi. Representasi tersebut dapat berupa persepsi, 

pemikiran, bahasa, keyakinan, keinginan, atau juga dapat berupa artefak, peta, dan 

gambar sehingga secara realitas para pakar realis mengartikan korupsi sebagai pola 

perilaku yang korup atau buruk. Berbeda dengan pendekatan nominalis yang 

memandang korupsi secara abstrak, umum atau universal dan tidak memiliki 

keberadaan yang independen. Para pakar nominalis tidak melihat korupsi 

berdasarkan fitur-fitur atau karakteristik istilah tersebut. Para pakar nominalis lebih 

tertarik untuk memperhatikan lingkungan struktural dimana korupsi terjadi, atau 

pada dinamika bagaimana korupsi muncul.  

Pada akhirnya banyak sarjana dan akademisi menguraikan pengertian 

korupsi menggunakan pendekatan nominalis dan mengaitkannya dengan sektor 
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ekonomi, politik, atau pemerintahan, seperti dalam penjelasan (Curini, 2018: 3) 

bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan publik yang melanggar 

norma hukum atau sosial untuk keuntungan atau kepentingan pribadi maupun 

kelompok. Atau dalam sudut pandang swasta, korupsi merupakan seorang 

(individu) atau perusahaan yang melakukan pembayaran untuk suatu manfaat 

(Chowdhury, Desai, & Audretsc, 2018: 41). 

Sebenarnya alasan terjadinya korupsi secara naminalis dapat ditinjau dari 

beberapa faktor. Secara singkat Chowdhury, Desai, & Audretsc (2018: 43) 

menjelaskan dibalik tindakan korupsi disebabkan karena sistem demokrasi yang 

digunakan di beberapa negara masih banyak celah sehingga lembaga-lembaga 

politik dapat dimasuki oleh para politisi yang korup. Pada intinya tingkat 

pembangunan ekonomi dan lingkungan politik menjadi alasan kuat kenapa 

kebocoran terjadi oleh tindakan korupsi. 

1) Faktor Penyebab Korupsi 

Selain itu Rosikah dan Listianingsih (2016: 16-19) memaparkan beberapa 

faktor penyebab terjadinya korupsi. Dalam penjelasannya disebutkan jika faktor 

penyebab korupsi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Dalam faktor internal penyebab terjadinya korupsi disebabkan oleh 

keinginan diri si pelaku, seperti sifat/kepribadian yang rakus, kurangnya akhlak dan 

moral, iman yang lemah, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup, 

menuruti gaya hidup, dan tidak mau sengsara dalam bekerja. Selanjutnya dalam 

faktor eksternal, secara umum korupsi disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor 

organisasi, faktor politik, faktor perilaku masyarakat, dan faktor hukum.  
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Goldsmith, Halsey, & Groves (2016: 16-17) menawarkan kerangka kerja 

untuk menganalisis korupsi. Pertimbangan dalam analisisnya menempatkan 

hubungan antara individu dalam organisasi sehinga korupsi dapat diklasifikasikan. 

Beberapa klasifikasi korupsi yang ditinjau melalui hubungan antara individu dalam 

organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, iklim organisasi, gagasan tentang iklim 

organisasi mengacu pada sebagian besar faktor lingkungan yang berada di luar 

kendali mereka. Maksudnya kinerja suatu organisasi juga dipengaruhi oleh kondisi 

dari luar seperti harapan publik, perhatian media, dan praktik politik. Kedua, 

struktur organisasi, mengacu pada mekanisme otoritas formal dalam suatu 

organisasi. Maksudnya ada kontrol yang bertujuan untuk memastikan bahwa staf 

yang bekerja dalam organisasi tersebut bekerja untuk tujuan umum sesuai job desk 

dengan harapan memberikan kepastian dan kenyamanan pelayanan kepada 

masyarakat. Ketiga, budaya organisasi merupakan budaya yang mengacu pada 

norma-norma kebiasaan informal yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok di 

dalam organisasi. Budaya ini terjalin diantara pejabat dan klien yang dianggap 

sudah biasa, demi kelangsungan kepentingan eksternal dan mempertahankan 

integrasi internal sehingga mereka mengesahkan praktik yang mereka lakukan. 

2) Jenis Korupsi 

Dalam mengidentifikasi perilaku korup, ada empat dimensi yang dapat 

digunakan untuk menganalisis. Dimensi tersebut meliputi jenis, aktivitas, sektor, 

dan tempat (Graycar dan Sidebottom, 2012: 388). Dapat diketahui bahwa jenis 

perilaku korupsi dapat berupa suap, pemerasan, penyelewengan, transaksi pribadi, 
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perlindungan, penyalahgunaan jabatan, membuat/mengeksploitasi konflik 

kepentingan, dan nepotisme, kolusi, atau pilih kasih.  

Selanjutnya ditinjau berdasarkan aktivitasnya, yang masih berhubungan 

dengan jenis perilaku korupsi maka aktivitas perilaku korupsi berdasarkan 

aktivitasnya dapat berupa penunjukkan personil/anggota, pembelian/pengadaan 

barang-barang, penyampaian program atau layanan, pembuatan sesuatu baik berupa 

konstruksi/ manufaktur, pembangunan, kegiatan pengontrolan (pengaturan/ 

perizinan), dan administrasi. Sedangkan ditinjau berdasarkan sektor perilaku 

korupsi maka dapat diketahui sektor-sektor yang rawan terjadi korupsi meliputi 

konstruksi, kesehatan, administrasi perpajakan, energi, lingkungan dan air, 

kehutanan, bea cukai dan imigrasi, sistem hukum, bantuan bencana, dan 

pendidikan. 

Mempertimbangkan analisis kerangka kerja Goldsmith, Halsey, & Groves 

(2016) dan Graycar & Sidebottom (2012), maka Chowdhury, Desai, & Audretsc 

(2018: 41) dalam bukunya membagi korupsi ke dalam beberapa jenis. Ada korupsi 

besar, korupsi birokrasi, dan korupsi legislatif. Pertama, korupsi besar dapat 

diartikan sebagai bentuk korupsi (transaksi) dari struktur pemerintahan yang lebih 

tinggi kepada birokrat di tingkat yang lebih rendah. Atau grand corruption 

merupakan tindakan elit politik dimana mereka mengeksploitasi kekuatan mereka 

untuk membuat kebijakan. Kedua, korupsi birokrasi adalah keterlibatan dalam 

perilaku korupsi oleh para birokrat tingkat rendah dan atasan mereka. Contohnya 

bentuk korupsi di dalam perpajakan, departemen kepolisian, atau pengadilan dll. 

Sedang ketiga, korupsi legislatif atau juga dapat disebut korupsi politik adalah 
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ketika sumber daya moneter digunakan untuk mempengaruhi sikap para legislator. 

Atau dalam bahasanya Kubbe dan Engelbert (2018: 71) agen politik memanipulasi 

dan memodofikasi lembaga pemerintah serta sistem politik untuk mempertahankan 

kekuasaan atau untuk mendapatkan keuntungan materi dan keuangan.  

Sedangkan dalam kacamata swasta, korupsi yang terjadi di sektor tersebut 

bentuknya dapat berupa perusahaan membayar serikat pekerja untuk melindungi 

kepentingan mereka. Jenis korupsi lainnya adalah yang dilakukan oleh pejabat 

publik. Pejabat publik secara langsung mencuri dana publik melalui penggelapan, 

pejabat publik menerima suap sebagai imbalan atas bantuan baik untuk mentransfer 

dana pemerintah melalui kontrak atau dengan memberikan kelonggaran ketika 

peraturan tidak diikuti, dan memanipulasi aturan pejabat publik untuk kepentingan 

pribadi. Jenis lain dari korupsi oleh pejabat publik adalah sebagai degenaratif atau 

perkembangan. Korupsi degenaratif adalah ketika pejabat publik menggunakan 

posisi mereka untuk membangun kekayaan mereka pribadi dengan memeras 

industri swasta. Sedang korupsi pembangunan adalah ketika pejabat publik 

menyediakan sumber daya untuk membantu atau melindungi industri swasta. Atas 

penjelasan jenis korupsi yang majemuk diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

korupsi apapun tidak menciptakan manfaat bagi masyarakat secara luas.   

Ada jenis korupsi yang terjadi di tingkat masyarakat. Kubbe dan Engelbert 

(2018: 71) menyebutnya korupsi kecil, korupsi ini biasanya terdiri dari suap dan 

menyuap dalam hubungan birokrasi-publik di masyarakat. Jenis korupsi ini 

semakin mengakar dan bertahan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana potensi 

tindakan korupsinya adalah untuk menghindari peraturan pemerintah yang 
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berlebihan, atau para pejabat bawahan yang menyuap atasannya dengan modus 

ingin dinaikkan gajinya. 

Korupsi memang menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Seakan 

menjadi teka-teki sehingga menimbulkan perdebatan apakah kejahatan korupsi ini 

merupakan masalah budaya atau masalah hukum. Analisis secara terperinci 

mengenai korupsi memang penting untuk dilakukan. Jiang (2017: 12) mencoba 

menguraikan korupsi dalam dua sudut pandang, bahwa korupsi itu memiliki 

perbedaan antara sistemik dan sistematis. Korupsi sistemik maksudnya produk dari 

sistem administrasi yang lemah dan tidak adanya lembaga ad-hoc yang mengawasi 

sehingga menjadi endemik terhadap sistem. Sedang korupsi sistematis dianggap 

sebagai kejahatan terorganisir, ada tujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompok 

dalam menumbangkan desain sistem politik atau memanipulasi sistem politik demi 

sebuah kepentingan. 

Melalui uraian diatas mengenai jenis-jenis korupsi diatas. Dengan demikian 

korupsi dapat di kategorisasi ke dalam lima kelompok. Pertama, pembayaran 

moneter dalam hubungan transitif. Kedua, penyelewengan dana publik. Ketiga, 

penipuan atau kebohongan ekonomi. Keempat, ekstraksi uang atau sumber daya 

lain dari orang yang dirugikan melalui pemaksaan, ancaman atau bahkan kekerasan. 

Kelima, kecenderungan manusia alami untuk mendukung teman, keluarga dan 

siapa saja yang dekat dan dipercaya dalam proses distribusi sumber daya dan proses 

politik. 
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b. Pendidikan Antikorupsi 

Mencegah korupsi melalui pendidikan dapat dikatakan sebagai cara efektif. 

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan mental yang terjadi pada diri 

seseorang, melalui jalur yang lebih sistematis dan mudah terukur sehingga ini akan 

memberikan kemudahan dalam melakukan perubahan perilaku antikorupsi. 

Melakukan pencegahan tindakan korupsi tidak mungkin terwujud jika kita tidak 

secara sadar membina kemampuan generasi muda untuk memperbarui sistem nilai. 

Pendidikan antikorupsi yang berfokus pada penanaman nilai-nilai, akan 

menguatkan nilai-nilai antikorupsi yang terinternalisasi pada diri warga negara 

muda sebagai pedoman hidup agar tidak melakukan tindakan korupsi. 

Dalam upaya memberantas korupsi pendidikan antikorupsi penting untuk 

dilakukan. Pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara konsisten dengan 

memberikan lebih pemahaman dan kesadaran yang dilakukan melalui sosialisasi. 

Sosialisasi dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, perusahaan/instansi-

instansi, masyarakat, dan khususnya sekolah agar tidak terjadi korupsi di masa yang 

akan datang (Moran, 2002:75; Gephart, 2016: 49-77). Sekolah sebagai pendidikan 

formal dapat diartikan sebagai proses pembudayaan. Maksudnya, sekolah memiliki 

cara dalam membentuk nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk 

menginternalisasi nilai dan perilaku antikorupsi (Harmanto, 2012: 102). 

Menerapkan pendidikan antikorupsi akan lebih efektif ketika diberikan 

kepada siswa sejak awal. Pendidikan antikorupsi sebaiknya tidak sekedar 

mengondisikan para siswa untuk tahu, lebih dari itu pembelajaran antikorupsi harus 

mengutamakan hasil belajar yang bermakna dengan mengalami atau experiental 
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learning. Siswa diberikan kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk 

dirinya sendiri (Gurning, Mudjiman dan Haryano, 2014: 94). Dengan demikian 

pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan 

generasi antikorupsi melalui proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai 

antikorupsi.  

1) Kompetensi Pendidikan Antikorupsi 

Kompetensi adalah aspek penting yang harus diperhatikan sebelum 

memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa. Karena tujuan dilakukannya 

pendidikan antikorupsi adalah untuk mengembangkan kompetensi para siswa. 

Adapun beberapa aspek penting dalam mengembangkan kompetensi antikorupsi 

siswa melalui pendidikan antikorupsi adalah sebagai berikut. Pertama, tahu 

(pengetahuan), bahwa para siswa dikondisikan untuk tahu, sadar, dan paham 

tentang perilaku antikorupsi, hal ini dapat dilakukan melalui mendengar, melihat, 

membaca, dan merasa. Agar proses pengondisian para siswa lebih efektif, maka 

sekolah dapat melakukannya melalui mata pelajaran sebagai instrumen. Dalam hal 

ini mata pelajaran yang dimaksudkan adalah PPKn. Kedua, bisa (keterampilan), 

para siswa dikondisikan untuk bisa mempraktekkan perilaku antikorupsi, baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Agar proses pengondisian berjalan efektif, maka 

perlu dilakukan melalui mata pelajaran PPKn. Dan ketiga, terbiasa (sikap), para 

siswa dikondisikan untuk menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidupnya, di 

manapun, kapanpun, dan dalam suasana bagaimanapun. Agar proses berjalan 

efektif, maka perlu dilakukan melalui pembiasaan pada siswa dimana sekolah 

bertindak sebagai lokomotif (Anas dkk, 2018: 8-9). 
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Lebih jelas Anas dkk (2018: 8-9) memaparkan bahwa kompetensi ini dapat 

diwujudkan dengan menyusun tujuan pembelajaran disertai dengan langkah-

langkah yang dilakukan. Pertama, tujuan dalam mengamalkan aktivitas di 

manapun, kapanpun, dan dalam situasi bagaimanapun. Langkah-langkah yang 

dapat dilakukan seperti membiasakan secara konsisten dalam penerapan; Kedua, 

tujuan dalam memberi pengalaman belajar dengan mempraktekkan penerapan. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan seperti melatih diri dalam aktivitas di kelas 

dan sekolah dikaitkan dengan di rumah dan di masyarakat; Dan ketiga, tujuan dalam 

menguatkan penguasaan materi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu 

dengan insersi PPKn dan mata pelajaran lainnya. 

Materi pendidikan antikorupsi diharapkan tidak hanya menyentuh ranah 

kognitif siswa, juga tidak sebagai pembelajaran yang menekankan pemahaman dan 

hafalan. Namun pendidikan antikorupsi harus menyentuh ranah afektif dan 

psikomotor sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku antikorupsi siswa 

(Handoyo, 2009: 1). Selaras dengan pendapat Handoyo (2009: 1), Anas dkk, (2018: 

10) memaparkan bahwa muara yang diharapkan dalam pendidikan antikorupsi 

adalah sikap antikorupsi yang terbentuk pada diri individu atas dasar pemahaman 

dan kesadaran yang kuat. Langkah-langkah dalam penguatan perilaku antikorupsi 

merupakan siklus yang dapat dimulai melalui tiga aspek, yaitu: pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.  

Pengetahuan para siswa dapat dikondisikan untuk mengetahui dan 

memahami tentang antikorupsi, yang bersumber dari mendengar, melihat, 

membaca, dan merasa. Mendengar bisa dari guru, teman, tokoh, masyarakat, baik 
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secara langsung maupun melalui media. Melihat, bisa secara langsung atau melalui 

media. Membaca bisa dari buku, media, atau alam. Dan merasa, bisa dari 

pengalaman secara langsung atau tidak langsung. Keterampilan pembelajaran juga 

harus melangkah pada kemampuan siswa untuk bisa, mampu dan terampil 

mempraktekkan dan melakukan secara nyata. Proses ini dapat dilakukan secara 

konsisten di sekolah maupun luar sekolah. Terbentuknya sikap karena adanya 

pengaruh dari keterampilan yang terbiasa dan konsisten dilakukan di mana pun, 

kapan pun, dan dalam suasana bagaimanapun. Sikap terbentuk melalui pembiasaan 

yang dilakukan secara konsisten di sekolah maupun luar sekolah (Anas dkk, (2018: 

10). 

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk mengendalikan dan 

mengurangi korupsi melalui sikap warga negara muda agar generasi mendatang 

mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap segala bentuk korupsi. 

Mentalitas antikorupsi ini dapat terwujud jika pemberantasan korupsi dilakukan 

sampai ke akar-akarnya, berarti ada serangkaian usaha mendidik generasi muda 

untuk melahirkan para generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan 

suatu perbuatan korupsi yang terjadi (Sumiarti, 2007: 8). 

2) Nilai-nilai Antikorupsi 

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pendidikan harus menempatkan 

nilai-nilai pendidikan tidak sebatas pada verbalisme dan indoktrinasi, tetapi harus 

menyentuh pada pendidikan nilai dan watak sehingga nilai antikorupsi dijadikan 

sebagai way of life bangsa. Pendidikan nilai secara umum bertujuan untuk 



31 
 

membantu siswa agar memahami, menyadari dan mengalami nilai-nilai serta 

mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan (Mulyana, 2004: 119). 

Penguatan nilai-nilai antikorupsi penting dilakukan melalui jalur 

pendidikan, agar generasi muda secara sadar mampu membangun sistem nilai yang 

berorientasi pada perilaku antikorupsi. Melalui jalur pendidikan yang lebih 

sistematis serta mudah terukur, lebih efektif dalam melakukan perubahan perilaku 

antikorupsi. Dalam mewujudkan perubahan perilaku ini, pendidikan antikorupsi di 

sekolah harus diorientasikan pada ranah moral action agar setiap warga negara 

muda tidak hanya berhenti pada kompetensi (competence) saja, tetapi diharapkan 

juga sampai memiliki kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan 

nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari (Tamba, 2017: 518).  

Mengacu pada berbagai aspek yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, 

dapat disimpulkan bahwa penyebab korupsi juga datang dari faktor internal atau 

dalam diri individu. Nilai-nilai antikorupsi yang tertanam dalam diri setiap individu 

menjadi faktor yang menentukan kuat tidaknya setiap orang untuk menangkal dan 

tidak terlibat korupsi Ada sembilan nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan kepada 

diri setiap siswa, meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, 

tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan keberanian dan keadilan (Puspito, 

Elwina, Utari, dan Kurniadi, 2011: 75-81). 

a) Kejujuran 

Jujur adalah sikap yang ditunjukkan melalui perbuatan dan perkataan yang 

sebenarnya. Jujur merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membohongi 

diri sendiri dan orang lain. Kejujuran merupakan nilai di kehidupan sehari-hari yang 
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menjadi fondasi awal melakukan pencegahan tindakan korupsi. Kejujuran mengacu 

pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi pada atribut positif dan berbudi luhur 

seperti integritas. Adanya kejujuran tidak diiringi dengan kebohongan, penipuan, 

dan penyimpangan lainnya. 

Ada beberapa indikator nilai kejujuran yang perlu diperhatikan. Shobirin 

(2014: 113) menyebutkan beberapa indikator dari nilai kejujuran diantaranya selalu 

berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten), tidak melakukan perbuatan 

curang, tidak berbohong, dan tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. 

Adapun Rosikah dan Listianingsih (2016: 67-68) menyebutkan beberapa contoh 

perbuatan antikorupsi yang mencerminkan nilai kejujuran. Beberapa contoh 

perbuatan tersebut, seperti melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, 

tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain, tidak memanipulasi data dan 

fakta, dan bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. 

Kejujuran menuntut diri kita untuk mengatakan yang benar dan tidak 

menyampaikan informasi yang salah yang didorong oleh tujuan buruk. Maksudnya, 

bermula dari informasi yang kita berikan yang menyesatkan sehingga adanya 

informasi yang salah akan selain merugikan orang lain, dengan tidak jujur berakibat 

pada keresahan psikis yang dirasakan secara berlarut-larut. Dalam mencegah 

dampak buruk ketidakjujuran, kejujuran itu harus disertai dengan rasa rendah hati, 

terlebih ketika diri kita mengakui kesalahan atau mengakui keunggulan dari orang 

lain (Gea, 2006: 21).  

Menurut Zuriah (2007: 83), kejujuran adalah berani menyampaikan dengan 

apa adanya, tidak berbohong atau tidak menipu orang lain dengan kata lain 
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menyampaikan informas sesuai fakta yang terjadi. Pendapat diatas diperkuat 

Samani dan Hariyanto (2013:124), bahwa kejujuran harus tetap disampaikan 

walaupun dapat membahayakan diri sendiri. Karena tidak bisa di pungkiri bahwa 

banyak orang yang hidup dengan kepentingan menggunakan cara-cara yang tidak 

baik sehingga terkadang orang jujur akan dikucilkan bahkan dimusuhi.  

Penanaman nilai kejujuran dalam era modernitas mendesak untuk dilakukan 

kepada generasi masa depan karena dapat menyelamatkan bangsa dari penipuan 

dan pencurian. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam penanaman nilai 

kejujuran kepada anak-anak, agar mereka memahami tentang pentingnya kejujuran 

dan kepercayaan (Xu dkk, 2013: 257-258).  

b) Kepedulian 

Kemajuan teknologi dan globalisasi memberikan banyak manfaat bagi 

berbagai pihak. Tetapi terdapat beberapa dampak negatif yang menyebabkan 

masyarakat semakin individualis, berfikir pendek, dan kurang peduli sehingga 

banyak kejahatan terjadi di muka bumi ini, termasuk tindakan korupsi. Dengan 

menjunjung sikap peduli semestinya setiap orang semakin waspada terhadap 

kejahatan yang terjadi. Indikator yang mencerminkan nilai kepedulian pada diri 

seseorang adalah menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan 

yang berlaku dan selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan 

disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab (Shobirin, 2014: 113). 

Peduli yang merupakan tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap 

masalah orang lain penting untuk ditanamkan kepada generasi muda. Nilai keadilan 

sebagai cerminan dalam penanaman antikorupsi ini dapat diterapkan melalui sikap 
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peduli terhadap diri sendiri. Sebelum orang lain peduli, sebaiknya diri sendiri 

memperlihatkan kemampuan yang pantas diperlihatkan, dihargai, dan dinilai orang 

lain. Setiap orang memiliki kepribadian yang tidak disadari. Sifat asli yang 

dikembangkan dengan menjunjung nilai kebaikan akan menghasilkan individu 

berkualitas. Bila dalam diri sendiri sudah peduli, maka menjadi energi positif yang 

akan menular kepada orang sekitar. Ada beberapa perilaku antikorupsi yang 

mencerminkan nilai peduli terhadap diri sendiri, seperti tidak terpengaruh oleh 

modernisasi dan perilaku konsumtif dengan melakukan pola hidup sederhana, 

semakin mendekatkan diri kepada Tuhan YME, mampu mengontrol emosi agar 

tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah, dan menyibukkan diri dengan hal-hal 

yang positif (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 69-70). 

Selanjutnya tentang keluarga sebagai sistem terkecil dalam keluarga 

memiliki peran sebagai madrasah pertama kepada anak. Keluarga dipandang 

mampu melakukan pendidikan kepada anak agar menjadi individu yang 

berwawasan luas, berbudaya, dan berakhlak. Setiap keluarga harus peduli dengan 

anggota keluarga yang lainnya. Kepedulian dalam keluarga juga bagian dari bentuk 

kontrol terhadap anggota keluarga lain agar tidak melakukan tindakan yang korup.   

c) Kemandirian 

Kemandirian adalah salah satu nilai yang termasuk dalam pendidikan 

antikorupsi. Kemandirian dalam pandangan konformistik merupakan konformitas 

terhadap prinsip moral kelompok rujukan. Oleh karena itu, individu yang mandiri 

adalah berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala 

konsekuensi dari tindakannya. Pada dasarnya, perkembangan kemandirian 
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seseorang adalah perkembangan eksistensial manusia. Seseorang dikatakan mandiri 

ketika pemikiran dan sikap yang ia tunjukan menunjukkan kedewasaan dan 

bertanggung jawab dengan tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan sikap tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan 

tugas dan tanggung jawabnya. Perkembangan kemandirian seseorang dipengaruhi 

oleh berbagai stimulasi, seperti dari lingkungan dan potensi keturunan (Rosikah dan 

Listianingsih, 2016: 72). 

Ali dan Asrori (2006: 188) menjelaskan bahwa sistem pendidikan di sekolah 

turut mempengaruhi perkembangan kemandirian seorang remaja. Melalui proses 

pendidikan yang tidak mengembangkan prinsip demokrasi dan cenderung 

menekankan pada proses indoktrinasi akan menghambat kemandirian remaja. 

Pemberian sanksi hukuman yang tidak tepat dirasa juga menjadi penghambat dalam 

perkembangan kemandirian para remaja. Tentunya berbanding terbalik dengan 

proses pendidikan yang menekankan reward atau penghargaan terhadap potensi 

anak, degan penciptaan kompetensi yang positif akan memperlancar perkembangan 

kemandirian remaja. Adapun indikator dari perilaku antikorupsi yang 

mencerminkan nilai kemandirian adalah selalu menuntaskan pekerjaan tanpa 

mengandalkan bantuan orang lain dan tidak menyuruh-menyuruh atau semena 

terhadap sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri (Shobirin, 2014: 113). 

Bila kemandirian telah tertanam dalam diri seseorang, maka ia akan 

menghindari perbatan-perbuatan yang korup dan dapat merugikan orang lain. 

Dengan demikian penting membiasakan hidup dengan mandiri agar tidak 

terpengaruh dan terjerumus dalam kejahatan korupsi. Berikut beberapa perilaku 



36 
 

antikorupsi yang mencerminkan nilai kemandirian, seperti menyelesaikan tanggung 

jawab tanpa bantuan orang lain, memiliki komitmen untuk dapat menyelesaikan 

tugas tepat waktu, mampu mengatur diri sendiri sebelum mengatur orang lain, dan 

tidak putus asa dalam menghadapi kendala dan hambatan yang dilalui (Rosikah dan 

Listianingsih, 2016: 73-74). 

d) Kedisiplinan 

Disiplin merupakan suatu sikap atau perilaku yang erat kaitannya dengan 

peraturan dan sanksi. Seseorang dikatakan disiplin ketika melakukan perbuatan 

yang patuh terhadap peraturan, baik peraturan yang bersifat normatif dan subjektif. 

Setiap individu dapat mengimplementasikan sikap disiplin dimulai dari hal yang 

kecil seperti mengatur waktu dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya 

untuk menyelesaikan tugas, datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan rajin, 

taat terhadap peraturan sekolah, mengikuti upacara dengan tertib, melakukan tugas 

piket sesuai jadwal, dan berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar dst. 

Menurut Gordon (1996: 3) disiplin merupakan perilaku yang diperoleh dari 

pelatihan yang dilakukan secara terus menerus. Disiplin penting diterapkan untuk 

mengatur kehidupan dari berbagai aspek. Banyak manfaat yang didapat dalam 

menerapkan pola hidup disiplin, secara pribadi manfaatnya yaitu menjadi lebih 

tertib dan teratur, serta dapat membawa pola kebiasaan yang dibawa sampai masa 

depannya kelak. Selain itu disiplin adalah salah satu cara agar dipercaya orang lain. 

Tujuan utama dari sikap disiplin adalah untuk mengarahkan anak supaya 

mampu mengontrol dirinya sendiri. Selain agar anak dapat melakukan aktivitasnya 

dengan terarah, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Adapun indikator 
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perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai disiplin adalah berkomitmen untuk 

selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada (Shobirin, 

2014: 113). 

e) Tanggungjawab 

Setiap manusia yang lahir di dunia ini memiliki beban tanggung jawab 

sebagai bagian dari masyarakat yang beradab dan berbudaya. Seseorang merasa 

bertanggung jawab karena menyadari akibat dari baik atau buruknya suatu 

perbuatan. Dalam perspektif hukum tanggung jawab adalah konsekuensi yang 

berkaitan dengan etika atau moral atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang. 

Dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, tanggung jawab adalah kesadaran 

seseorang atas perbuatan atau tingkah laku yang dilakukannya, baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 75-76). Adapun 

indikator perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai tanggung jawab yaitu 

selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas secara tuntas dengan hasil yang terbaik 

(Shobirin, 2014: 113). 

Seorang individu juga memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 

Tanggung jawab ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban serta mengembangkan 

potensi kepribadian yang melekat dalam diri setiap individu. Selain itu dalam 

memecahkan suatu persoalan yang dihadapi, ia memiliki pendapat sendiri untuk 

menyelesaikannya. Karena manusia sebagai makhluk yang bermoral, maka setiap 

individu yang menyelesaikan masalahnya sendiri harus tetap memperhatikan baik 

dan buruk atas keputusan yang diambilnya. Berikut beberapa contoh perilaku 

antikorupsi yang mencerminkan nilai dari tanggung jawab, seperti menjalankan 
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amanah dengan baik, mengerjakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh, 

dan menjaga diri sendiri agar tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan yang 

korup (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 75-76). 

f) Kerja Keras 

Suatu upaya yang dilakukan dengan pantang menyerah dalam 

menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas merupakan wujud dari seseorang yang 

bekerja keras. Kerja keras makna besar yaitu tidak berhenti pada tugas atau 

pekerjaan yang telah diselesaikan, namun lebih mengarah pada visi besar dalam 

mencapai kebaikan atau kemaslahatan manusia dan lingkungannya. Setiap orang 

yang bersungguh-sungguh dan pantang menyerah pasti mendapatkan apa yang 

diinginkan serta meraih cita-cita yang diimpikan (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 

79). Indikator dari perilaku antikorupsi seseorang yang mencerminkan nilai kerja 

keras adalah selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang 

terbaik dan menghindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada 

kecurangan (Shobirin, 2014: 113).  

Orang yang bekerja keras dapat disebut sebagai orang yang ulet dan gigih. 

Seseorang yang penuh harapan dan kepercayaan diri yang tinggi akan lebih kuat 

dalam melaksanakan kewajibannya. Rosikah dan Listianingsih (2016: 79-80) 

menyebutkan beberapa contoh perilaku kerja keras yang dapat dilakukan dalam 

mewujudkan kondisi yang bersih dari korupsi. Beberapa contoh perilaku kerja keras 

tersebut, seperti mengenali potensi diri dan mengembangkannya demi meraih cita-

cita yang diinginkan tanpa terjerumus tindakan korupsi seperti suap, bekerja dengan 

sungguh-sungguh dan pantang menyerah, membuat situasi senyaman mungkin agar 
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hasil yang dikerjakan bisa maksimal, berkeyakinan teguh bahwa kewajiban yang 

diembannya dapat diselesaikan dengan baik, dan berusaha sebaik mungkin tanpa 

mengorbankan orang lain dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. 

g) Kesederhanaan 

Masuk dalam era modern sampai pada saat ini, banyak orang sulit 

membedakan antara barang kebutuhan dan keinginan. Tidak jarang pengeluaran 

seseorang lebih tinggi dari pendapatannya, hal ini disebabkan karena keinginan 

menikmati barang dan jasa sangat tinggi. Semakin tingginya gaya hidup glamour 

sehingga perlu adanya perubahan mindset terhadap pola hidup, salah satunya 

bagaimana hidup dengan sederhana. Hidup sederhana bisa dianggap sebagai seni 

dalam mengatur kepemilikan suatu barang dan jasa berdasarkan nilai gunanya yang 

dikonsumsi dan dimanfaatkan. Dengan demikian hidup sederhana adalah hidup 

bersahaja tanpa memperlihatkan kemewahan. Kesederhanaan juga dapat diartikan 

dengan sikap yang menjaga kesopanan, perkataan, dan tingkah laku yang 

mencerminkan kerendahan hati dan tidak sombong. Adapun indikator perilaku 

antikorupsi yang mencerminkan nilai kesederhanaan adalah selalu berpenampilan 

apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria (Shobirin, 2014: 113).  

Menerapkan pola hidup sederhana, bagi Rosikah dan Listianingsih (2016: 

80-81) akan membawa hidup lebih tenteram dan terhindar dari praktik-praktik 

tindakan korupsi. Membangun kehidupan sederhana dapat dicerminkan dari 

beberapa perilaku, seperti menemukan hal yang penting, melepaskan hal yang tidak 

penting, jangan fokus terhadap persepsi dan keinginan orang lain, berfokus pada 

kualitas, bukan kuantitas, melihat dunia secara sederhana, dan membiasakan pola 



40 
 

konsumsi yang moderat atau biasa-biasa saja. Beberapa perilaku sederhana tersebut 

jika ditekankan dalam kehidupan sehari-hari tentunya dapat menghambat terjadinya 

tindakan korupsi dalam diri setiap individu. 

h) Keberanian 

Setiap orang dalam menjalankan pasti pernah mengalami masa-masa sulit 

dan masalah besar. Dalam menghadapinya dibutuhkan keberanian untuk berpegang 

teguh pada tujuan. Adanya masalah-masalah itulah terkadang membuat seseorang 

semakin berani menghadapi kenyataan hidup. Seringkali seorang merasa gagal 

membangun keberanian karena dipengaruhi beberapa hal seperti, kenyataan dari 

luar, ucapan orang lain, membayangkan dampak yang ditimbulkan, dan beberapa 

faktor lainnya. Perlu diketahui bahwa diri sendirilah yang menjadi faktor terbesar 

dalam membangun keberanian. Kemauan dan tekad diri sendiri lebih utama yang 

mendasari rasa berani dari seseorang muncul, dibandingkan pengaruh dari luar yang 

membuat rasa takut menjadi lebih tinggi. Adapun indikator perilaku antikorupsi 

yang mencerminkan nilai keberanian meliputi berani jujur, berani menolak ajakan 

untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan dan berani mengakui 

kesalahan (Shobirin, 2014: 113).  

Adagium “berani karena benar, dan takut karena salah”. Ungkapan tersebut 

menandakan bahwa orang berani adalah yang melakukan kebenaran, sedang 

mereka yang takut adalah yang melakukan kesalahan. Keberanian seseorang dapat 

ditunjukkan dengan berbagai cara dan bentuk. Berikut adalah beberapa perilaku 

antikorupsi yang mencerminkan nilai keberanian, seperti menuruti hati dan naluri 

diri sendiri, mengatakan apa yang dirasakan dan diketahui, membenarkan apa yang 
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telah diketahui tentang orang lain, dan menolak suap dari atasan untuk melakukan 

hal-hal yang menyimpang (Rosikah dan Listianingsih, 2016: 82). 

i) Keadilan 

Banyak pandangan yang menjelaskan tentang keadilan atau konsep 

bertindak adil. Secara implisit, keadilan diartikan sebagai penilaian yang 

diberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni 

bertindak secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Indikator yang 

mencerminkan nilai keadilan dapat dilihat dari sikap yang selalu menghargai 

perbedaan dan tidak pilih kasih (Shobirin, 2014: 113). Rosikah dan Listianingsih 

(2016: 82-83) menyebutkan beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan 

nilai keadilan, yaitu seperti memberikan hak orang lain sesuai yang seharusnya 

diterimanya, tidak curang dengan mengambil jatah orang lain, melakukan 

kewajiban atau pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab sebelum 

mendapatkan haknya, dan membuat keputusan yang adil atau tanpa memihak dan 

menghindari adanya nepotisme. 

3) Desain dan Strategi Pendidikan Antikorupsi 

Dalam implementasi pendidikan antikorupsi, Manurung (2012: 240) 

menawarkan desain dan strategi yang dapat digunakan oleh para pendidik. Ada tiga 

bentuk desain kurikulum pendidikan korupsi, yaitu: kurikulum formal, kurikulum 

operasional, dan kurikulum yang tersirat. Pada kurikulum formal memuat 

seperangkat norma atau materi pelajaran yang dijadikan rujukan makro pendidikan 

nasional dengan dikembangkan oleh pakar dan birokrat pendidikan. Sedang 

kurikulum operasional berupa pengimplementasian pendidikan antikorupsi pada 
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kurikulum di sekolah ke dalam proses pembelajaran di kelas dengan dikembangkan 

oleh guru sesuai dengan kondisi kekinian dan kebutuhan belajar siswa. Dan pada 

kurikulum yang tersirat memuat nilai-nilai moral dan etika filosofi yang menjadi 

landasan dalam mencapai keberhasilan dari kehidupan dengan dikembangkan oleh 

guru sesuai spirit, etos kerja dan idealisme guru. 

Dalam perkembangan moral siswa, guru memiliki peran secara filosofis. 

Guru memiliki peran dalam perkembangan moral siswa melalui “hidden 

curriculum” yang diwujudkan dalam lingkungan antarpribadi di sekolah dan di 

ruang kelas. Kurikulum pendidikan karakter tidak perlu tertulis secara eksplisit, 

tetapi dapat diinternalisasikan melalui aktivitas di dalam kelas seperti melalui 

pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan di dalam kelas (Nucci dan Narvaez, 

2008: 175). 

a) Kurikuler 

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan secara terintegrasi dalam 

semua mata pelajaran. Guru dapat memilih nilai-nilai apa yang akan ditanamkan 

sesuai dengan materi pelajarannya. Dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi 

dapat dilakukan melalui beberapa pokok dan sub pokok bahasan yang berkaitan 

dengan nilai-nilai kehidupan. Keunggulan model ini adalah semua guru ikut 

bertanggungjawab dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa sehingga 

pemahaman siswa tentang nilai antikorupsi tidak melulu bersifat informative-

kognitif, melainkan bersifat terapan pada setiap mata pelajaran (Shobirin, 2014: 

114). 
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Pendidikan antikorupsi yang diberikan kepada warga negara muda dapat 

diberikan melalui pendidikan kewarganegaraan. Tamba (2017: 518) menjelaskan 

jika pendidikan antikorupsi secara konsep merupakan upaya melalui jalur 

pendidikan untuk mengendalikan serta mengembangkan sikap antikorupsi. Hal ini 

memiliki relevansi antara pendidikan antikorupsi dengan pendidikan 

kewarganegaraan karena keduanya memfokuskan pada pembentukan sikap yang 

sesuai dengan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian 

pendidikan antikorupsi dapat di insersi ke dalam pendidikan 

kewarganegaraan/PPKn. Proses insersi ini adalah bagian dari wujud pendidikan 

sebagai usaha sadar dan terencana yang merupakan langkah-langkah 

berkesinambungan dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

b) Ekstrakurikuler 

Penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan-kegiatan diluar 

pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakulikuler atau kegiatan insidental. 

Penanaman dengan model ini lebih mengutamakan kegiatan yang menuntut 

kreativitas dan pemahaman siswa dalam penanaman dan pengolahan nilai-nilai 

antikorupsi. Keunggulan model ini siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman 

konkrit tentang pendidikan antikorupsi. Kelemahannya adalah tidak ada struktur 

yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran tentang antikorupsi. Sampai 

pada aspek penting dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi yaitu melalui 

pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Melalui proses 

pembudayaan ini akan menimbulkan suatu pembiasaan dalam menumbuhkan 

budaya antikorupsi sekolah. Dengan pembiasaan aktivitas siswa berdasarkan nilai-
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nilai antikorupsi akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian baik 

(Shobirin, 2014: 114-116). 

Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan model yang humanistik. 

Dalam pendidikan antikorupsi yang humanistik di sekolah dapat dilakukan dengan 

mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif manusia, seperti berbuat baik, 

suka menolong, beriman dan bertaqwa; mengajarkan pesan moral kepada siswa, 

terutama tentang kepemimpinan, agar siswa dapat berbuat sesuai harapan dengan 

mencintai keadilan, kebenaran dan kejujuran; mendorong siswa untuk bekerja keras 

demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama; dan memperkukuh dan 

menumbuh-kembangkan karakter diri, identitas dan ketahanan bangsa yang 

tangguh dan kuat demi mencapai cita-cita bangsa dan negara (Manurung, 2012: 

238). 

Secara komprehensif dibutuhkan strategi yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan desain pendidikan antikorupsi. Manurung (2012: 241-242) 

menyebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan 

desain pendidikan antikorupsi sebagai berikut. Pertama, memprogramkan 

pendidikan antikorupsi melalui program kegiatan intra, ekstra dan ko-kurikuler, 

serta disiplin sekolah. Kedua, sekolah diberi keleluasaan lebih dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendidikan antikorupsi. Ketiga, 

melakukan pembangunan kapasitas integral di kalangan guru dan kepala sekolah 

dalam menyusun action plan pendidikan antikorupsi secara terintegrasi antar lintas 

mata pelajaran serta melatih para siswa melalui training of trainer (ToT) dalam 

melatih siswa menjadi pemimpin. Keempat, merancang sistem dalam menciptakan 
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keteladanan di tingkat sekolah dan orang tua serta para tokoh masyarakat. Masing-

masing pihak harus memiliki rencana aksi yang jelas, disertai dengan sistem 

monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan untuk menjamin 

berkelanjutan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi sebagaimana “ruh” 

pembangunan pendidikan berkelanjutan. Seperti dalam ilustrasi pembentukan 

perilaku, yang dimulai dari model sebagai acuan, selanjutnya berkembang menjadi 

minat, dan ditiru sampai dengan membentuk perilaku. Kelima, mengembangkan 

nilai-nilai etik dan budaya sekolah dalam bentuk perilaku. Dan keenam, melakukan 

refleksi harian dan setelah kegiatan, dapat berupa aktivitas dan iklan atau posting 

di media sosial.  

4) Penguatan Pendidikan Antikorupsi 

Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, maka mutu 

pendidikan selalu menjadi fokus perbincangan berbagai pihak. Kualitas pendidikan 

merupakan bagian integral yang harus diperhatikan. Dalam mewujudkan 

pendidikan yang bermutu maka para pendidik diharapkan mampu melakukan 

penguatan kepada siswa atau peserta didik baik melalui aktivitas pembelajaran dan 

program ekstrakurikuler sehingga berimplikasi pada peningkatan kualitas kelulusan 

sekolah. 

Operant Conditioning merupakan salah satu istilah dari pengondisian dalam 

pembelajaran asosiasi. Istilah asosiasi dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai 

kemampuan mengelompokkan beragam ide dan menautkan beragam peristiwa 

yang pernah dilihat dan dialami yang selanjutnya menjadi penggalan memori, atau 

dalam proses ini dikenal sebagai kegiatan penalaran. Menurut King, (2010: 35) 
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pembelajaran asosiasi atau associative learning adalah pembelajaran yang muncul 

ketika ada kontak antara dua peristiwa yang dihubungkan. Dalam pengondisian 

operan (operant conditioning), siswa dituntut belajar mengenai hubungan antara 

sebuah perilaku beserta konsekuensinya.  

Lebih lanjut Asrori (2007: 9) dan Susilo (2009: 78) mengadopsi 

pengondisian operan menurut Skinner (1938, 62-74), menyebutkan ada dua konsep 

dapat dilakukan dalam pengondisian operan, yaitu melalui penguatan dan hukuman. 

Penguatan adalah proses belajar dengan memberikan atau menghilangkan rangsang 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku anak. 

Skinner juga menjelaskan bahwa dalam melakukan penguatan ada dua prinsip yang 

harus diperhatikan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif 

dilakukan untuk memperkuat munculnya suatu perilaku yang baik melalui 

rangsangan sehingga ada respons yang meningkat diikuti dengan stimulus yang 

mendukung. Rangsangan yang diberikan untuk penguatan positif dapat berupa 

kenyamanan psikis, pujian, penghargaan, dan perhatian. Penguatan negatif 

dilakukan karena hilangnya rangsangan yang tidak menyenangkan atau merugikan 

sehinga perlu peningkatan frekuensi perilaku positif. Rangsangan yang diberikan 

dapat berupa memarahi atau memberikan pleasure karena sebuah sikap negatif 

yang dilakukan sang anak.  

Sedang hukuman merupakan konsekuensi untuk mengurangi atau 

menghilangkan kemungkinan perilaku yang tidak baik yang akan muncul. Ada dua 

bentuk hukuman, pertama bentuk hukuman positif yang membawa perilaku 

berkurang ketika mendapat rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya 
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seperti seorang siswa yang ketahuan melakukan kecurangan dalam ujian dan guru 

memarahinya sehingga dia takut untuk melakukannya lagi. Kedua, hukuman 

negatif membawa perilaku berkurang melalui rangsangan yang positif atau 

menyenangkan. Contohnya seoarang siswa yang ketahuan melakukan kecurangan 

dalam ujian diberikan tugas tambahan sehingga dia akan lebih memahami materi 

pelajaran (Asrori, 2007: 9). 

Berdasarkan penjelasan Skinner (1938, 62-74) tentang operant conditioning 

maka Susilo (2009: 78) mengartikan penguatan adalah cara untuk merespons 

tingkah laku dengan membawa sebuah perilaku pada bentuk yang baik. Membentuk 

perilaku yang baik ini dapat dilakukan dengan memberikan hukuman baik hukum 

secara positif maupun negatif yang tujuannya sama-sama memberikan rangsangan. 

Selain itu juga dapat melalui penguatan terhadap perilaku dengan memberikan 

rangsangan secara positif atau menyenangkan yang meningkatkan perilakunya. Dan 

penguatan secara negatif (tidak menyenangkan) agar frekuensi perilaku baik 

semakin meningkat.  

Dalam perspektif pendidik, penguatan merupakan respons positif yang 

dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa agar siswa terangsang secara aktif 

dalam proses pembelajaran (Nurhanaswati, 2005: 17). Prayitno (2009, 52-53) 

menambahkan bahwa penguatan merupakan upaya yang dilakukan guru untuk 

menguatkan, memantapkan dan meneguhkan hal-hal positif dalam diri siswa. 

Terutama pada tingkah laku positif sebagai hasil perubahan dan upaya 

pengembangan diri siswa. Dengan penguatan yang dilakukan dari berbagai model, 

khazanah tingkah laku positif siswa akan semakin luas sehinga secara kumulatif 
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akan menunjang keaktifan siswa.  Selain itu tujuan pendidikan nasional dalam 

membentuk siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab berhasil diwujudkan.  

Kosasih (2002: 2); Winataputra (2005: 18); dan Barnawi & Arifin (2012: 

81) menjelaskan bahwa penguatan sebagai suatu respons positif yang diberikan 

kepada seseorang terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik 

sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan dan terulangnya perbuatan atau 

perilaku yang baik tersebut. Penguatan yang dapat dilakukan secara verbal maupun 

non-verbal ini bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (feedback) 

bagi perbuatan dan pemahaman siswa dalam sebuah koreksi maupun tindakan 

dorongan (Usman, 2006: 80; Rahim, 2008: 117; Asril, 2010: 79).  

Pemberian penguatan juga dapat dilakukan di dalam kelas. Djamarah (2005: 

118) memaparkan tujuan pemberian penguatan di dalam kelas begitu penting untuk 

dilakukan. Pertama, pemberian penguatan akan meningkatkan perhatian dan 

membantu siswa belajar; kedua memberikan motivasi kepada siswa untuk 

meningkatkan cara belajar yang produktif; ketiga mengontrol dan mengubah 

tingkah laku siswa yang kurang baik; keempat mengembangkan kepercayaan diri 

siswa agar dapat mengatur diri dalam pengalaman belajar; dan kelima mengarahkan 

pola pikir yang divergen (berbeda) agar dapat mengambil inisiatif yang solutif. 

Djamarah (2005: 120-121) dan Asril (2010: 79) menyebutkan beberapa komponen 

dalam pemberian penguatan, diantaranya verbal dan non-verbal. Penguatan verbal 
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berupa dorongan yang membuat siswa merasa puas dan berbesar hati sehingga ia 

akan lebih terdorong untuk lebih aktif melakukan perilaku yang positif tersebut.  

Sedang penguatan non-verbal tidak berupa dorongan yang diberikan 

melalui kata-kata. Asril (2010: 79) menyebutkan beberapa model yang dapat 

dilakukan dalam penguatan secara non-verbal ini. Pertama, melalui mimik dan 

gerakan badan atau biasa disebut sebagai penguatan gestural, penguatan ini 

diberikan sebagai respon terhadap tingkah laku dan pikiran siswa melalui mimik 

yang cerah seperti senyum, anggukan, acungan jempol, tepuk tangan. Kedua, 

melalui pemberian simbol atau benda, penguatan ini diberikan karena sebagai 

penghargaan terhadap kerja, tingkah laku, dan penampilan siswa yang telah 

diselesaikan dengan baik. Ketiga, melalui sentuhan, penguatan dilakukan dengan 

adanya sentuhan fisik yang terjadi antara guru dengan siswanya. Misalnya sentuhan 

seperti menepuk bahu, berjabat tangan, mengelus kepala siswa. Keempat, melalui 

cara mendekati, penguatan ini berupa pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada 

siswa dalam menyampaikan perhatian dan kegembiraannya terhadap hasil 

pekerjaannya. Dan kelima, melalui kegiatan yang menyenangkan, penguatan ini 

dapat berupa kegiatan atau tugas sehingga siswa juga turut melakukan kegiatan 

yang mereka senangi dan menikmatinya sebagai suatu kaidah, pekerjaan dan 

penampilan yang biasa dilakukan.  

5) Evaluasi Pendidikan Antikorupsi  

Dalam memberikan pendidikan antikorupsi tentunya penting memberikan 

penilaian yang termuat dalam proses evaluasi terhadap implementasinya kepada 

siswa. Lebih jelas Manurung (2012: 239) menyebutkan jika evaluasi pendidikan 
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antikorupsi bersifat kuratif-negatif. maksudnya pendidikan antikorupsi dapat dinilai 

dari kriteria berkurangnya perilaku buruk atau berkurangnya sikap tidak disiplin 

siswa yang terjadi dalam kegiatan sekolah. Misalnya kriteria tentang jumlah siswa 

yang tidak sering terlambat, tidak bolos, tidak mencontek, tidak terlibat tawuran, 

tidak terlibat kejahatan, narkoba, dll. Semuanya dimulai dengan kata kunci “tidak”.  

Berdasarkan penjelasan tentang evaluasi pendidikan antikorupsi diatas, 

evaluasi tersebut merupakan langkah awal sebab penghayatan nilai tidak semata 

memiliki unsur kuratif, melainkan juga berunsur positif. Secara keseluruhan agar 

siswa dapat meningkatkan kreativitasnya. Seputar perilaku tidak disiplin dan tidak 

jujur, bagi sekolah yang berprestasi pasti mampu untuk mengatasinya. Karena 

sekolah yang berprestasi pasti dapat mengarahkan mereka kepada hal positif dalam 

mencapai kesempurnaan tujuan pendidikan. 

2. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Hubungan yang kompleks antara kewarganegaraan dan pendidikan untuk 

warga negara menyebabkan re-definisi secara berkala pendidikan 

kewarganegaraan. Kerr (1999: 13) menyebutkan jika perlu adanya rumusan dalam 

rangkaian pendidikan kewarganegaraan, seperti kontinum yang berkisar dari 

interpretasi minimal dan maksimal sehingga menampilkan karakteristik warga 

negara yang berbeda, dan mempengaruhi definisi serta pendekatan dari pendidikan 

kewarganegaraan. Dalam interpretasi minimal pendidikan kewarganegaraan 

ditandai oleh beberapa indikator yang menjelaskan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan dalam model ini didefinisikan secara sempit, hanya memuat 

aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, berlabel 
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“civic education” berbasis konten, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan 

pada proses pengajaran, dan hasilnya mudah diukur. Berbeda dengan interpretasi 

maksimal, pendidikan kewarganegaraan didefinisikan secara luas, memuat 

berbagai aspirasi, melibatkan berbagai elemen masyarakat, kombinasi pendekatan 

formal dan informal, berlabel pendidikan kewarganegaraan mengutamakan pada 

partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di kelas maupun diluar 

kelas, hasilnya lebih sulit untuk dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil 

belajar. Konsepsi maksimal membutuhkan tingkat pemahaman yang jelas tentang 

prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai dan prosedur di pihak warga negara bersama 

dengan disposisi dan kapasitas yang diperlukan untuk partisipasi dalam 

kewarganegaraan demokratis (McCowan, 2009: 22). 

Bagi Kerr (2003: 2) pendidikan kewarganegaraan merupakan produk hasil 

perdebatan mengenai perubahan sifat kewarganegaraan dalam masyarakat modern 

yang berkonsentrasi pada empat aspek yaitu hak dan tanggung jawab, akses, 

kepemilikan, dan identitas. Lebih lanjut, pendidikan kewarganegaraan merupakan 

pendidikan yang efektif untuk warga negara muda terdiri dari beberapa rangkaian 

yang saling terkait. Pertama, tanggung jawab sosial dan moral dimana anak-anak 

belajar dari rasa percaya diri dan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan 

moral. Hal ini mereka lakukan baik di dalam maupun di luar kelas; Kedua, 

keterlibatan masyarakat, mereka belajar bagaimana terlibat dalam kehidupan dan 

keprihatinan komunitas mereka, termasuk terlibat dalam kegiatan layanan kepada 

masyarakat. Ketiga, melek politik, siswa belajar bagaimana hidup secara efektif 

dalam kehidupan publik melalui pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai. 
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Kehidupan publik menjadi ruang yang digunakan untuk mencakup pengetahuan 

realistis dan persiapan atas resolusi konflik, baik pengambilan keputusan dan 

melibatkan masalah di tingkat lokal, nasional, atau global (Kerr, 2003: 3; Tonge, 

Mycock, & Jeffery, 2012: 579). 

Dalam kehidupan publik semakin dinamis melahirkan berbagai tantangan 

dan ketidakpastian yang mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor 

sehingga dibutuhkan media untuk menjembatani masyarakat dalam 

menghadapinya. Pendidikan kewarganegaraan dapat ditetapkan sebagai sarana 

untuk mempersiapkan warga negara muda agar siap menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi. Mayoritas negara telah melakukannya, menempatkan 

pendidikan kewarganegaraan sebagai media adaptasi dalam mewujudkan cita-cita 

bangsa. Dalam agenda akademik pendidikan kewarganegaraan adalah program 

untuk merealisasikan cita-cita yang ideal. Dengan kata lain, pendidikan 

kewarganegaraan adalah respons reaktif terhadap perubahan masyarakat sebagai 

sarana progresif untuk mencapai tujuan yang dibayangkan (Sundström dan 

Fernández, 2013: 105-106). 

Semakin berkembangnya zaman tentunya berpengaruh terhadap pendidikan 

khususnya pendidikan kewarganegaraan yang semakin terasa dinamis karena 

dituntut untuk mengikuti perkembangan trend yang selalu berubah. Tugas 

pendidikan kewarganegaraan saat ini yakni berupaya untuk mendorong warga 

negara muda agar dapat memahami dan mengembangkan keterampilan mereka 

dalam penyelenggaraan demokrasi di negaranya (Davies dan Chong, 2016: 20-36).  
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Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi secara 

signifikan memiliki pengaruh terhadap jalannya demokrasi dengan membentuk 

kehidupan masyarakat yang menjamin hak-hak warga negara, mempersiapkan 

warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokratis (Fesnic, 2016: 

966-978). Hal senada disampaikan Dam, Geijsel, Reumerman, dan Ledouxejed 

(2011: 356) dalam menciptakan kehidupan di masa yang akan datang, sekolah dapat 

mempertimbangkan praktik tugas sosial kewarganegaraan pada siswa secara 

demokratis, seperti bertindak secara demokratis, bertindak bertanggung jawab, dan 

menangani perbedaan dan menangani konflik.  

Pendidikan kewarganegaraan yang memiliki ambisi menciptakan praktik 

tugas sosial kewarganegaraan pada siswa secara demokratis lebih spesifik terkait 

pada sejumlah nilai-nilai seperti. Beberapa uraian nilai-nilai tersebut adalah sebagai 

berikut. Pertama, penghormatan terhadap kepercayaan dan pendapat orang lain, 

kemampuan untuk bekerja sama dengan sesama warga negara, komitmen terhadap 

hak orang lain dan menjunjung rasa keadilan.  Kedua, warga negara demokratis 

juga harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri agar dapat 

membentuk pendapat mereka sendiri. Dan ketiga, warga negara demokratis harus 

memiliki pengetahuan faktual tentang sistem politik, konstitusi dan hukum, 

termasuk hak dan kewajiban, serta tata cara kerja dalam kehidupan bermasyarakat 

pada umumnya (Sundström dan Fernández, 2013:106). 

Pendidikan kewarganegaraan memperluas bentuk pendidikan moral yang 

demokratis. Hal ini dapat dilihat dari beralihnya teori ke dalam praktik. Orang-

orang dimungkinkan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, 
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mengevaluasi kebijakan, dan berpartisipasi secara efektif dalam pemerintahan yang 

demokratis. Secara fungsional pendidikan kewarganegaraan adalah parameter 

sebagai pendidikan orang dewasa dan pembelajaran seumur hidup (Ngozwana, 

2017: 3).  

Menurut Birzea (2000: 69) seorang tokoh penggagas pembelajaran seumur 

hidup, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan dapat dicapai sepanjang masa dan 

dalam situasi serta kondisi lingkungan apapun. Maka dari situlah pentingnya 

pendidikan untuk warga negara. Dam, Geijsel, Reumerman, dan Ledouxejed (2011: 

356) memandang pendidikan kewarganegaraan dapat menambah pengembangan 

kompetensi anak muda yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas sosial 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada prinsipnya pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang paling 

mendasar dan efektif dalam mengembangkan peran warga negara secara aktif 

dengan turut serta membangun sistem demokrasi yang lebih baik. Pendidikan 

kewarganegaraan merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mendidik 

siswa agar menjadi warga negara yang aktif, terlibat secara langsung atau tidak 

langsung dalam kehidupan bernegara (Molina-Giro’n, 2015: 47-72). 

Pendidikan kewarganegaraan yang bersifat dinamis harus terus berlanjut 

dengan mentransformasikan ulang konten atau isu-isu terkini yang diangkat agar 

siswa dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi (Martin, 2017: 

224-234). Pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

aktif, karena dalam praktiknya terdapat model pembelajaran yang bersifat 

pelayanan. Model pembelajaran layanan di sini digunakan untuk meningkatkan 
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keterampilan warga negara muda agar mampu berfikir kritis, taat kepada peraturan 

dan menemukan jati diri untuk menjadi warga negara yang baik (Jerome, 2011: 59-

70; EACEA, 2017: 21).  

Secara detail pembelajaran layanan memiliki beberapa elemen yang 

terhubung dengan pembelajaran kewarganegaraan. Pembelajaran layanan 

menguraikan beberapa karakteristik yang mempertegas hubungan pembelajaran 

layanan dengan kewarganegaraan. Hal ini tercermin berdasarkan karakteristik 

seperti bermakna bagi para siswa, melibatkan pengalaman kooperatif daripada 

kompetitif dengan mempromosikan keterampilan yang terkait dengan kerja tim dan 

keterlibatan siswa, mampu mengatasi masalah kompleks dalam pengaturan yang 

disederhanakan dalam isolasi, menawarkan peluang untuk terlibat dalam 

penyelesaian masalah dengan meminta siswa memperoleh pengetahuan secara 

spesifik sehingga dapat mempromosikan pikiran yang kritis, mempromosikan hasil 

pembelajaran yang lebih dalam karena hasilnya dapat dirasakan langsung, dan 

cenderung lebih bermakna secara pribadi bagi siswa, dan menghasilkan 

konsekuensi emosional dalam menantang nilai-nilai serta ide-ide mereka (Jerome, 

2011: 60).  

Pada akhirnya dalam pembelajaran layanan ini bertujuan mengembangkan 

modal sosial berupa serangkaian nilai atau norma yang dimiliki setiap individu 

dalam suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama, meningkatkan 

rasa empati terhadap orang lain, memungkinkan siswa merasa lebih memiliki 

hubungan dengan masyarakat lokal dan nasional, serta mengembangkan penalaran 

moral mereka (Jerome, 2011: 60).   
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Ho (2012, 403-428) menegaskan jika pemerintah harus memformulasikan 

bentuk pendidikan kewarganegaraan yang akan diberikan kepada warga muda di 

setiap jenjang yang ditempuh. Sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib 

memberikan pendidikan untuk meningkatkan literasi mereka agar melek terhadap 

politik. Pendidikan juga harus memberikan pengetahuan kepada siswa tentang 

norma-norma, nilai-nilai, dan tata cara bertindak sebagai individu dalam sebuah 

komunitas. Lebih dari itu, pendidikan kewarganegaraan adalah sarana dalam 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara muda kelak 

agar siap untuk berpartisipasi sebagai warga negara (Quaynor, 2011: 33-57).  

Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertanggung jawab untuk 

meningkatkan tingkat partisipasi warga negara saja, tetapi pendidikan 

kewarganegaraan juga berperan untuk memelihara partisipasi yang kompeten dan 

bertanggung jawab. Karena partisipasi yang diinginkan tidak hanya berorientasi 

pada keterlibatan, tetapi juga pada partisipasi yang dapat memengaruhi kebijakan 

publik. Bentuk partisipasi yang kompeten dan bertanggung jawab semacam itu 

harus berdasarkan musyawarah moral, pengetahuan, dan penyelidikan reflektif 

(Quigley, dkk, 1991: 40-45). 

a. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan kewarganegaraan pada pendidikan formal dapat berupa mata 

pelajaran yang direncanakan untuk mempersiapkan generasi muda kelak menjadi 

warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, partisipatif dan komitmen 

terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di suatu komunitas atau negara (Cogan, 

1999: 4-8; Kerr, 1999: 2-7; Boon-Yee dan Print, 2005: 58-71). Pendidikan 



57 
 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang merupakan bagian dari pendidikan 

kewarganegaraan, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bela negara siswa dan 

mendorong siswa untuk berfikir secara integral dalam rangka menjaga ketahanan 

nasional (Geostrategis Indonesia) (Bakry, 2015: 10). Dalam penjelasan lainnya, 

secara mendasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan menjadikan 

warga negara Indonesia cerdas, bermartabat dan aktif dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara (Alhakim dan Suparlan, 2016: 9). Secara personal, tujuan Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk kualitas kepribadian 

warga negara yang baik (Ubaedillah dan Rozak, 2015: 6).  

Indikator pendidikan kewarganegaraan yang ingin dicapai pada akhirnya 

bertujuan untuk membawa perubahan dalam masyarakat dan kehidupan secara 

pribadi, hal ini dilakukan dengan mengembangkan sifat yang khusus pada siswa 

(McCowan, 2009: 21-22). Dalam perspektif negara Tiongkok pendidikan 

kewarganegaraan yang mereka berikan didasarkan pada realitas sosial masyarakat 

negaranya, dengan menggabungkan pengalaman sejarah Tiongkok dalam 

praktiknya, dan belajar dari pengalaman negara lain dalam pencapaian pendidikan 

kewarganegaraan (Zhang, 2015: 219-220). Tentunya model semacam itu akan 

berdampak positif dengan tetap mempertahankan kearifan lokal pada satu sisi, dan 

pada sisi lain juga turut mengikuti perkembangan zaman secara global. 

Kerr (1999: 8) menyebutkan jika nilai dan tujuan pendidikan 

kewarganegaraan sebagai faktor struktural yang penting untuk diperhatikan. Seperti 

yang dikatakan oleh Sunarso, Dwikusrahmadi dan Sutarini (2006: 1) bahwa 

Pendidikan kewarganegaraan (civic education) merupakan salah satu bidang kajian 
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yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia 

melalui koridor pendidikan berbasis nilai. 

b. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan tidak sebatas pendidikan yang ada di dalam 

kelas saja, lebih daripada itu pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan secara 

ekstrakurikuler dan tersirat di lingkungan sekolah (Wong, Lee, Chan, dan Kennedy, 

2016: 6). Pendidikan kewarganegaraan memiliki fleksibilitas sehingga dapat 

dilakukan dalam berbagai program. Ada cara tiga yang dapat dilakukan untuk 

menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan di integrasi ke dalam kurikulum.  

Pertama, tema lintas-kurikuler, model ini tujuan pendidikan 

kewarganegaraan dapat dilihat dari konten atau hasil pembelajaran yang ditetapkan 

sebagai transversal lintas kurikulum dan semua guru bertanggung jawab untuk 

memberikannya. Kedua, di integrasi ke dalam mata pelajaran lain: dengan model 

ini tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari isi atau hasil pembelajaran 

dimasukkan dalam kurikulum mata pelajaran yang lebih luas atau bidang 

pembelajaran, seringkali berkaitan dengan ilmu humaniora/ilmu sosial. Mata 

pelajaran atau bidang pembelajaran yang lebih luas ini tidak harus mengandung 

komponen berbeda yang di dedikasi untuk pendidikan kewarganegaraan. Dan 

ketiga, subjek terpisah, dengan model ini tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat 

dilihat dari konten atau hasil pembelajaran yang terkandung dalam batas subjek 

yang berbeda yang di dedikasi untuk kewarganegaraan. (EACEA, 2017: 29-30). 

Dengan demikian ada tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan 

pendidikan kewarganegaraan kepada siswa.  
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Sekolah dipandang sebagai wahana yang tepat dalam melaksanakan 

pendidikan kewarganegaraan dengan skala yang lebih luas. Melalui pendidikan 

kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan dampak dengan menjangkau isu-

isu sosial diluar gerbang sekolah. Oleh karena itu, harus ada fokus yang kuat pada 

elemen partisipatif pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran pengalaman 

dengan memperluas pendidikan kewarganegaraan diluar kelas dan ke masyarakat. 

Inti dari peran kolaboratif ini yaitu sekolah sebagai kemitraan mendukung 

pendidikan kewarganegaraan dalam menciptakan warga negara yang aktif 

(McMurray dan Niens, 2012: 208). 

Guru dalam lingkup persekolahan secara tidak langsung juga mengemban 

tugas untuk mengajarkan siswa tentang kewarganegaraan. Tidak hanya itu, dalam 

menghasilkan siswa yang sadar terhadap status yang akan dimilikinya sebagai 

warga negara, seorang guru harus mampu berkolaborasi dengan lembaga informal 

atau komunitas diluar sekolah agar mampu memberikan edukasi terhadap siswa 

bagaimana hidup bernegara secara bajik (virtue) (Kissling, 2018: 289-230). 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin khusus di sekolah, 

diharapkan mampu membawa siswa untuk belajar tentang masyarakat mereka 

sendiri. Artinya bagaimana mereka menjadi individu yang terkait dengan 

masyarakat, atau bagaimana mereka mampu memaknai ketika menjadi seorang 

warga negara dengan memahami hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan 

Kewarganegaraan di sini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa agar 

berguna dalam masyarakat modern, seperti kemampuan untuk membentuk dan 

mengekspresikan pendapat sendiri, kemampuan untuk mengevaluasi kontribusi dan 
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kinerja tokoh-tokoh publik seperti politisi dan pejabat, dan sampai pada 

kemampuan memberikan kesimpulan rasional tentang apa yang benar dan salah 

(Frímannsson, 2001: 303). 

Sekolah dan ruang kelas memiliki karakteristik berupa etos, budaya, dan 

iklim dapat mempengaruhi pengembangan pengetahuan anak muda tentang 

kewarganegaraan secara sempit dan luas, serta kecenderungan kompetensi mereka 

sebagai warga negara. Tiga komponen karakteristik sekolah dan ruang kelas 

tersebut secara luas meliputi organisasi dan manajemen kelas, kegiatan dan proyek 

lintas kelas dan lintas-kurikuler, sumber daya, bahan ajar, dan teknologi yang 

digunakan dalam proses pengajaran dan penilaian, serta hubungan antara guru dan 

siswa yang berkontribusi secara komprehensif dalam meningkatkan pemahaman 

mereka tentang kewarganegaraan. Lebih jelasnya iklim sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang demokratis dibangun melalui kontribusi guru terhadap etos demokratis 

di sekolah. Sedangkan iklim kelas adalah konsep umum yang difokuskan pada 

kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar, keadilan penilaian, dan dukungan 

sosial (Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009: 30).  

Pentingnya iklim ruang kelas dalam pendidikan kewarganegaraan secara 

positif terkait dengan kinerja siswa, seperti kemauan untuk terlibat dalam kegiatan 

yang berhubungan dengan kewarganegaraan dan berpartisipasi sebagai pemilih 

yang terinformasi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan iklim kelas dapat 

mempengaruhi pandangan siswa terhadap pengambilan keputusan di sekolah dan 

persepsi siswa tentang iklim sekolah (Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009: 

30). 
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Sundström dan Fernández (2013: 106) mengenalkan istilah otonomi pribadi 

sebagai cita-cita dari pendidikan kewarganegaraan. Otonomi pribadi sering 

dianggap lebih penting daripada nilai tunggal lainnya. Otonomi mencakup banyak 

kualitas yang dikaitkan dengan demokrasi, seperti pemikiran kritis, kemandirian, 

dan kemampuan individu yang bebas menghargai. Warga negara yang otonom 

terlepas dari konvensi dan loyalitas sosial, dalam arti bahwa ia dapat secara terus 

menerus memperbaiki dan menilai kembali komitmen dan cara hidupnya. 

Meskipun McCowan (2009: 25) kegiatan kelas bukanlah yang signifikan 

dalam membentuk warga negara. Siswa dapat belajar menjadi warga negara melalui 

partisipasinya dalam pengambilan keputusan di sekolah, hubungan guru-guru 

secara hierarkis, serta melalui teladan lembaga-lembaga politik dan pahlawan 

nasional. Aktivitas semacam ini tentunya akan meningkatkan kemampuan 

pengamatan yang dimiliki siswa sehingga menghasilkan sebuah persepsi mereka 

sendiri. 

Kemampuan pengamatan yang dimiliki setiap orang menjadi dasar dalam 

menghasilkan sebuah persepsi. Persepsi akan melibatkan proses yang 

menghubungkan antara lingkungan dengan potensi pelaku aksi. Persepsi 

menyediakan representasi lingkungan yang obyektif dan mandiri. Objek utama 

persepsi adalah keterjangkauan kemungkinan untuk bertindak (Witt, 2011: 201). 

Dalam hal ini iklim sekolah turut membantu dalam membangun persepsi siswa. 

Persepsi dalam lingkup siswa dapat dibangun melalui diskusi masalah politik dan 

sosial dengan melihat sejauh mana pengetahuan kewarganegaraan siswa dan 
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harapan siswa untuk menentukan pilihan ketika mereka mencapai usia dewasa 

(Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009: 31). 

Untuk mengukur keberhasilan dari pendidikan kewarganegaraan yang telah 

berlangsung, ada tiga kerangka penilaian yang dapat digunakan dengan 

memberikan evaluasi. Kerangka kerja penilaian ini ditujukan melalui dimensi 

konten, dimensi perilaku afektif, dan dimensi kognitif. Pertama, dimensi konten 

yang menentukan materi pelajaran yang akan dinilai dalam konteks 

kewarganegaraan (berkaitan dengan aspek perilaku afektif dan kognitif). Kedua, 

dimensi perilaku afektif, menggambarkan tipe persepsi dan aktivitas siswa yang 

diukur. Dan ketiga, dimensi kognitif, menggambarkan proses berfikir untuk dinilai 

(Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito, 2009: 26). 

c. Komponen Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan sejatinya memiliki tiga komponen, yaitu 

pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak-watak 

kewarganegaraan (Branson, 1998: 16-26; Kerr, 1999: 14). Aspek kompetensi 

pengetahuan ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan 

melalui berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Keterampilan 

kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan intelektual penting bagi 

terbentuknya warganegara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab 

dalam membangun kemampuan berfikir kritis warga negara untuk mengidentifikasi 

dan mendeskripsikan masalah, menjelaskan dan menganalisis masalah, 

mengevaluasi, serta menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat yang 
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berkenaan dengan persoalan-persoalan publik. Keterampilan partisipatif 

dibutuhkan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik atau dalam 

komunitas sipil seperti kemampuan untuk berinteraksi, mengamati, dan 

mempengaruhi. Komponen disposisi kewarganegaraan atau bisa disebut watak 

kewarganegaraan merupakan dimensi paling substantif dan esensial dalam mata 

pelajaran PKn karena dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi 

sebelumnya. Komponen watak kewarganegaraan diperlukan untuk memelihara dan 

memperbaiki jalannya demokrasi konstitusional. Ciri-ciri pada komponen ini 

terletak pada karakter pribadi seperti tanggungjawab moral, disiplin diri, rasa 

hormat terhadap peraturan hukum, hasrat untuk mendengarkan, bernegosiasi, dan 

berkompromi demi keberhasilan demokrasi (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 

33-35; Halking, 2010: 51). 

Winataputra (2012:34) berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan 

yang bermuara pada gagasan warga negara ideal sebagai pengambil keputusan yang 

berpengetahuan dan beralasan yang “competent, confident, and commited” harus 

terasah secara kompetensi. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan yang 

diberikan untuk warga negara muda penting untuk lebih dikembangkan. Lebih 

jelasnya dalam program yang diberlakukan pendidikan kewarganegaraan harus 

mencakup ketiga komponen tersebut, dalam bahasanya McCowan yakni 

pemahaman, disposisi, dan kapasitas. Meskipun tidak identik namun ketiga 

komponen ini memiliki hubungan dengan pengetahuan warga negara, nilai-nilai, 

dan keterampilan. Pendidikan kewarganegaraan mendekatkan komponen 

pemahaman, disposisi, dan kapasitas dengan pengetahuan, nilai-nilai, dan 
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keterampilan yang lebih spesifik, tidak semata sebagai inisiatif yang akan 

dipromosikan saja, melainkan juga untuk menjaga keseimbangannya (McCowan, 

2009: 22) 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang berorientasi 

pada peningkatan rasa percaya diri siswa dalam mengambil keputusan yang 

bertanggung jawab (Beutel, 2012: 8). Pendidikan kewarganegaraan 

mengedepankan hubungan antara kewarganegaraan dan karakter (Westheimer dan 

Kahne, 2004: 239), sehingga secara luas pendidikan kewarganegaraan dapat 

ditafsirkan untuk mencakup persiapan warga negara muda sebelum berperan dan 

bertanggung jawab sebagai warga negara (Kerr, 1999: 6). Lebih diperjelas oleh 

Samsuri (2011: 28) bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai 

penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki 

pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif 

dalam masyarakat. 

Merujuk pada pendapat Kerr (1999: 14) bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan memiliki tiga bentuk pendekatan yakni pendidikan tentang 

Kewarganegaraan pendidikan tentang kewarganegaraan, pendidikan melalui 

kewarganegaraan, dan pendidikan untuk warganegara. Ketiga pendekatan tersebut 

memiliki karakteristik masing-masing, pada pendekatan pertama menekankan 

pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah nasional, struktur dan proses 

pemerintahan, serta kehidupan politik. Pendekatan kedua berfokus pada 

keterlibatan siswa yang menekankan pengalaman partisipasi mereka di lingkup 

sekolah dan komunitas lokal. Dan pendekatan ketiga mencakup kedua pendekatan 
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sebelumnya dengan menekankan pada seperangkat komponen yang meliputi 

pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan bakat, nilai-nilai dan disposisi 

yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam 

peran dan tanggung jawab dari kehidupan dewasa mereka. Dengan demikian 

pendekatan pendidikan kewarganegaraan identik dengan pendidikan untuk 

warganegara, bertujuan untuk melatih pengetahuan, keterampilan dan disposisi 

siswa agar dapat bertindak sebagai warga negara yang baik (Wong, Lee, Chan, dan 

Kennedy, 2016: 6). 

d. Warga Negara yang Baik 

Pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan kewarganegaraan, karena 

pendidikan dan pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang sama. Individu-

individu yang mengenyam pendidikan sampai menjadi individu yang 

berpendidikan tujuannya adalah untuk menjadi warga negara yang baik (EACEA, 

2017: 21). Tentang warga negara yang baik bagi Westheimer dan Kahne (2004: 

238) konsepsi dari warga negara yang baik menyiratkan tentang bentuk masyarakat 

yang baik. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan membentuk warga negara 

yang baik akan berdampak pada kondisi masyarakat yang baik pula. 

Westheimer dan Kahne (2004: 238-239) mengusulkan visi dari warga 

negara yang baik dan menguraikannya pada tiga elemen. Berikut tiga elemen visi 

warga negara yang baik. Pertama, warga negara yang bertanggung jawab secara 

pribadi, maksudnya setiap warga negara bertindak dan bertanggung jawab pada 

lingkungannya atau komunitasnya dengan mentaati peraturan serta mau melakukan 

kegiatan sukarela. Mengembangkan warga negara yang bertanggung jawab secara 
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pribadi ini berarti turut membangun karakter dan tanggung jawab pribadi dengan 

menekankan kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Kedua, warga negara yang 

partisipatif, maksudnya warga negara akan secara aktif berpartisipasi dalam urusan 

kewarganegaraan dan kehidupan sosial masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan 

global. Dan ketiga, warga negara yang berorientasi keadilan, maksudnya warga 

negara akan bekerja kolektif dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan 

bermasyarakat dengan menanggapi masalah sosial dan struktural secara kritis. 

e. Kebajikan Warga Negara 

Secara eksplisit pendidikan harus mengembangkan nilai kebajikan seperti 

kepercayaan dan keberanian. Pada akhirnya konsepsi pendidikan kewarganegaraan 

turut mempromosikan bentuk kebajikan warga negara sebagai visi moral dan 

politiknya (McCowan, 2009: 23). Dalam negara demokrasi, harapan utama 

terhadap pendidikan kewarganegaraan ialah dapat melahirkan warga yang bajik, 

memiliki watak keterbukaan yang mengakar terhadap kemungkinan-kemungkinan 

politik yang dilahirkan oleh pemerintahan demokratis. Warga negara yang virtue 

dapat dijadikan sebagai promotor dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi, dan 

berkomitmen pada proses demokrasi (Snow, 2018: 412-419).  

Lebih lanjut Winarno (2009:10) menyebutkan bahwa identitas 

kewarganegaraan dapat disebut sebagai civic virtue. Dalam penjelesannya, 

kebajikan warga negara perlu dibangun demi menumbuh kembangkan karakter 

kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan. Individu yang bajik pasti 

memiliki karakteristik tidak sebagai seseorang melainkan sebagai publik yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri dengan standar-standar yang tertulis 
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dalam UU, norma, atau adat istiadat secara keseluruhan. Terlebih dalam bahasa 

Quigley, dkk (1991: 11) kebajikan warga negara akan menempatkan kepentingan 

pribadi dan kelompoknya dibawah kepentingan umum. Peterson (2011: 88) 

menambahkan jika kebajikan dalam diri warga negara harus dikembangkan dan 

ditanamkan. Oleh karena itu, proses sosialisasi perlu diberikan kepada warga 

negara agar memiliki kebajikan yang diperlukan untuk melindungi berbagai bentuk 

kebebasan. 

Memahami pentingnya mencapai kebajikan, pertama-tama perlu untuk 

memahami cara individu belajar untuk menjadi bajik. Bagi Aristoteles, proses 

menuju bajik terjadi dalam suatu komunitas. Karena komunitas adalah tempat di 

mana orang-orang terlibat dalam persahabatan. Aristoteles juga menjelaskan bahwa 

lahirnya kebajikan dalam diri warga karena ada yang melatihnya. Misalnya adanya 

kebajikan intelektual karena ada pengajaran, dan terbentuknya sifat karakter 

diperoleh dari kebiasaan (Hornbeck, 2017: 54). 

3. Warga Negara Muda Berintegritas 

Beberapa dekade ini kata integritas sering disebut-sebut. Terutama ketika 

para media memberikan kritik kepada para pejabat publik yang harus bekerja secara 

bersih dari tindakan korupsi. Dari situlah istilah integritas sebagai cerminan untuk 

mereka yang profesional dan jujur. Dalam kondisi yang waspada terhadap tindakan 

korupsi seperti sekarang ini, tentunya nilai integritas dapat dijadikan sebuah tujuan 

dalam mengembangkan karakter warga negara, khususnya warga negara muda.  
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a. Warga Negara Muda 

Istilah kewarganegaraan sudah dikenal sejak masa Yunani Kuno. Pada saat 

itu istilah kewarganegaraan masih dalam tahap perkembangan yang sangat 

sederhana sebagai bentuk status warga negara dari sebuah warga negara kota. Pada 

abad kedelapan SM negara kota disebut sebagai polis, merupakan tempat tinggal 

warga negara dengan wilayah dan jumlah penduduk terbatas. Untuk menjadi warga 

polis ada dua faktor penentu, yaitu komitmen terhadap kesejahteraan polis dan 

kapasitas dari kebiasaan orang Yunani untuk berfikir secara abstrak (Murdiono, 

2018: 1-2).  

Perihal kajian tentang konseptualisasi kewarganegaraan tidak lepas dari 

penjelasan Banks (2017: 369) tentang kewarganegaraan yang diakui. Wujud dari 

kewarganegaraan yang diakui tersebut berupa status yang disetujui oleh publik dan 

diakui oleh negara. Negara memandang individu-individu dan kelompok-kelompok 

ini sebagai anggota yang sah, legal, dan dihargai pemerintahan dan memberi 

mereka kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam negara-bangsa. Pencapaian 

status kewarganegaraan yang diakui memberi individu dan kelompok hak dan 

kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas sipil negara-bangsa. 

Kewarganegaraan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari arus yang lebih luas dan 

proses dalam membentuk masyarakat. Oleh karena itu penting untuk 

mempertimbangkan kewarganegaraan sebagai status dan serangkaian hubungan 

dimana keanggotaan dibangun melalui batas fisik dan metaforis (Staeheli, 2010: 

394). 
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Banks (2008: 1) menjelaskan warga negara adalah individu yang tinggal di 

negara-bangsa dan memiliki hak dan hak istimewa tertentu, serta kewajiban kepada 

negara, seperti kesetiaan kepada pemerintah. Berbeda dengan kewarganegaraan, 

secara luas diartikan sebagai posisi atau status menjadi warga negara. Sedangkan 

secara sempit kewarganegaraan sebagai seperangkat hak, tugas, dan identitas yang 

menghubungkan warga negara dengan negara-bangsa. Wong, Lee, Chan, dan 

Kennedy (2016: 5) menyebut kewarganegaraan sebagai koneksi politik dan moral 

individu dengan negara dan masyarakat. Kewarganegaraan merupakan bagian dari 

komunitas politik yang terlibat dalam serangkaian hubungan antara hak, kewajiban, 

partisipasi, dan identitas. 

Warga negara merupakan komponen integral dari pemerintahan, tidak dapat 

hidup dan berkembang tanpa komunitas dan lembaga-lembaganya (pemerintah) 

dan sebaliknya. Oleh karena itu, warga negara harus berpikir dan berperilaku 

dengan cara yang tidak hanya meningkatkan kepentingan pribadi mereka sendiri, 

tetapi juga kepentingan negara secara keseluruhan (EACEA, 2017: 21). Definisi 

warga negara juga mengacu pada hubungan afiliasi dengan negara atau bagian dari 

negara, dan publik. Zhang (2015: 220) menyebutkan sebuah istilah tentang 

kewarganegaraan republik. Dalam kewarganegaraan republik beberapa aspek 

seperti peraturan moral, disiplin diri aktif, kebebasan individu dan ekspresi serta 

kepentingan pribadi sebagai fundamental politik negara republik dalam membentuk 

warga negaranya. 

Selanjutnya Banks (2017: 366) menjelaskan tentang bentuk 

kewarganegaraan yang transformatif, bahwa warga negara yang transformatif akan 
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mengambil tindakan untuk mengimplementasikan dan mempromosikan kebijakan, 

tindakan, dan perubahan yang konsisten dengan nilai-nilai seperti hak asasi 

manusia, keadilan sosial, dan kesetaraan. Tindakan yang diambil oleh warga negara 

yang transformatif mungkin melanggar hukum lokal, negara bagian, dan nasional 

yang ada. Warga negara yang transformatif mengambil tindakan untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang melampaui negara-

bangsa dan batas-batas nasional. Warga negara transformatif menggambarkan tiga 

konsepsi warga negara yang baik, yaitu bertanggung jawab secara pribadi, 

partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Mereka mendefinisikan warga negara 

partisipatif sebagai individu yang secara aktif berpartisipasi dalam urusan sipil dan 

kehidupan sosial masyarakat di tingkat lokal, negara bagian, atau nasional (Banks, 

2017: 369). 

Menjadi warga negara penting untuk terlibat mengambil langkah-langkah 

dalam membela hak-hak warga negara lainnya yang telah menjadi kepentingan 

bersama. Karena warga negara adalah seseorang yang pergi untuk membantu warga 

lain yang sedang jatuh merasakan kegagalan, serta turut campur tangan dalam 

mencegah tindakan kriminal yang berlangsung/telah terjadi. Kewarganegaraan 

dalam penjelasan Lindström (2010: 49) memiliki makna formal dan informal. 

Kewarganegaraan formal berarti kewajiban dan hak hukum yang dimiliki 

seseorang, dalam hal ini menjadi warga negara di negara tertentu. Secara informal, 

ada filosofi bahwa warga negara harus bekerja menuju perbaikan masyarakat 

melalui partisipasi ekonomi, kerja sukarela dan upaya lain untuk meningkatkan 

kehidupan bagi semua warga negara. Meskipun kaum muda dapat dimasukkan 
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dalam bagian informal, mereka jarang dipandang sebagai warga negara yang 

sebenarnya. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai warga negara, yang 

membutuhkan pendidikan untuk dapat memenuhi peran mereka sebagai warga 

negara.  

Lindström (2010: 48) menganggap bahwa kaum muda bukanlah anggota 

masyarakat yang berdaulat karena mereka masih berada di pintu masuk menuju 

kedewasaan. Warga muda tidak memiliki akses penuh ke hak kewarganegaraan 

orang dewasa. Mereka tidak memiliki hak langsung, seperti halnya anak-anak yang 

diwakilkan melalui orang tua atau wali mereka. 

Merujuk pendapat Murdiono (2018: 37) kaum muda disebut sebagai warga 

negara muda atau dapat di istilahkan sebagai generasi muda. Generasi pada 

umumnya menunjuk pada suatu keberadaan manusia yang hidup pada periode 

waktu tertentu, sedangkan muda dijelaskan dengan merujuk pada pengategorian 

menurut perkembangan hidup seorang manusia (baik secara biologis/fisik, kognitif, 

bahasa, dan sosio-emosional). Pada konteks pendidikan, istilah muda adalah 

mereka anak usia yang sedang menempuh pendidikan atau bersekolah dari tingkat 

Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).  Dengan demikian 

kaum kuda atau warga negara muda juga dapat disebut sebagai generasi muda 

adalah manusia pada periode waktu tertentu yang sedang mengalami perkembangan 

secara biologis, kognitif, bahasa, dan sosio-emosional dalam diri mereka. 

Warga negara muda atau generasi muda dalam istilah pendidikan jika 

merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional disebut sebagai peserta didik. Peserta didik atau yang 
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familiar disebut sebagai siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Khususnya peserta didik pada usia remaja, 

penting untuk merasakan proses pembelajaran yang bermakna yang dapat 

mengembangkan potensi diri mereka.     

Hurlock (1990) membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal 

(11-16 tahun) dan remaja akhir (16-18 tahun). Dia menjelaskan, bahwa pada masa 

remaja akhir, individu sudah mencapai transisi perkembangan yang mendekati 

masa dewasa. Krori (Buwono, 2019: 85) menambahkan jika masa remaja 

merupakan periode penting dari rentang kehidupan, suatu periode transisi, masa 

perubahan, masa usia bermasalah, masa dimana individu mencari identitas diri, dan 

masa ambang menuju kedewasaan. Dalam periode ini seorang anak akan 

mengalami perkembangan dalam diri mereka.      

Dalam proses perkembangan diri seorang anak, Santrock (Murdiono, 2018: 

38) menyebutkan bahwa seorang anak akan mengalami beberapa proses yang akan 

dilaluinya, diantaranya proses biologis, proses kognitif, dan sosio-emosional. Pada 

proses biologis seorang anak akan mengalami perubahan dalam tubuh mereka. 

Terjadinya proses biologis melandasi perkembangan otak, berat dan tinggi badan, 

perubahan dalam kemampuan bergerak, dan perubahan hormonal di masa puber. 

Proses selanjutnya yang dialami seorang anak yaitu proses kognitif, dimana proses 

kognitif akan mengembangkan kemampuan mereka untuk mengingat puisi, 

membayangkan bagaimana cara memecahkan soal matematika, menyusun strategi 

kreatif, dan menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna. Dan 
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proses yang terakhir yaitu proses sosio-emosional, dimana pada proses tersebut 

terjadi perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan dalam emosi, 

dan perubahan dalam kepribadian.  

Mengadopsi istilah dari Marshall tentang anak atau orang muda disebut 

sebagai warga negara dalam penciptaan. Maksudnya bahwa gagasan untuk kaum 

muda belum menjadi warga negara, maka dengan model defisit pendidikan 

kewarganegaraan yang mendasari diharap terus memainkan peran penting dalam 

kebijakan dan praktik pendidikan yang membawa mereka menjadi warga negara 

seutuhnya. Karena warga muda dalam hal ini dapat ditargetkan di sekolah dan lebih 

menerima inisiatif kewarganegaraan (Biesta, Lawy, & Kelly, 2009: 2). 

Kewarganegaraan sebagai praktik menekankan kepada kaum muda untuk belajar 

menjadi warga negara dan berinteraksi dengan orang lain melalui partisipasi dalam 

praktik sosial dan budaya di kehidupan sehari-hari mereka. Para siswa berkenalan 

dengan dunia dan belajar menafsirkannya. Mereka merefleksikan praktik sosial dan 

budaya untuk meningkatkan kualitas kapasitas dalam bertindak sebagai warga 

negara (Dam, Geijsel, Reumerman, dan Ledouxejed, 2011: 355). 

b. Berintegritas 

Pentingnya integritas diri dijelaskan oleh Gea (2006: 24-25) dengan 

memandang sejarah Amerika yang menganggap integritas sebagai penghargaan 

terbesar yang telah diwariskan dan mengalir dari karakter para pemimpin bangsa 

ini. Abraham Linckoln dalam pidatonya mengatakan bahwa Amerika tidak akan 

dapat bertahan bila parlemennya terdiri dari orang yang “bebas dan separuh budak”, 

maksudnya tidak memiliki integritas. Atas perkataannya tersebut akhirnya Lincoln 
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kalah dalam memperebutkan kursi senat Amerika Serikat saat melawan Stephan 

Douglas. Akan tetapi integritas yang membuatnya kehilangan kursi senat, berbalik 

ketika pemilu Presiden Amerika dengan membuatnya memenangi kursi Presiden. 

Nilai-nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut bahwa integritas diri seseorang 

lebih penting daripada program atau kebijakan yang ditawarkan.      

Jujurlah dalam bekerja dan jadilah diri sendiri, adagium tersebut 

menunjukkan bahwa keaslian atau otentik diri menjadi kunci untuk menjadi sosok 

integritas sejati. Keaslian diri tampaknya terwujud pada tingkat intrapersonal atau 

antarpribadi. Pada tingkat intrapersonal, dorongan batin dan prinsip-prinsip moral 

seseorang dalam membuat keputusan menampilkan integritas diri yang sebenarnya. 

Keaslian diri dicapai ketika orang mampu mengekspresikan komitmen batin, minat 

dan nilai-nilai implisit yang ada dalam diri mereka. Dalam mengkonseptualisasikan 

keaslian diri ini, dapat ditunjukkan dengan menjadi diri sendiri, lugas dan jujur 

hingga terbuka menampilkan siapa dirinya dan apa niatnya secara interpersonal 

serta tidak berpura-pura dan tidak memiliki motif tersembunyi ketika berinteraksi 

dengan orang lain (Barnard, Schurink, dan De Beer, 2008: 44). 

Integritas umumnya dihubungkan dengan suatu keutamaan/kebajikan (Audi 

dan Murphy, 2006: 5). Dengan mengadopsi ajaran Aristoteles, Kidd (2011: 38) 

menyebutkan jika kebajikan adalah dasar bagi seorang warga negara. Kebajikan 

melekat dalam diri seorang warga negara yang baik. Dalam diri warga negara yang 

baik harus tahu bagaimana memerintah seperti orang bebas, dan bagaimana 

menuruti orang bebas. Pada dasarnya kebajikan sangat diperlukan untuk melayani 

polis (negara kecil/kota). 
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Integritas menurut Zancheti dan Loretto (2015: 88) merupakan konsep 

penting dalam filsafat. Istilah integritas telah digunakan sejak zaman dulu untuk 

mengekspresikan kesetaraan moral pada diri individu atau objek. Integritas ketika 

digunakan sebagai istilah kebajikan/keutamaan, maka mengacu pada sebuah 

kualitas karakter yang dimiliki oleh seseorang. Namun ketika diterapkan sebagai 

objek, maka integritas mengacu pada keutuhan atau kemurnian dari makna suatu 

hal yang terkadang sebagai bawaan yang diterapkan oleh orang-orang. Lebih lanjut 

Winarno (2009:10) menyebutkan jika kebajikan dalam diri warga negara dapat 

disebut sebagai sebuah identitas kewarganegaraan.  

Selanjutnya adanya integritas dapat membawa kepercayaan dengan 

memainkan peran penting dalam hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya. 

Dalam bahasa Erkutlu dan Chafra (2016: 2-3) integritas adalah jenis mata uang 

yang memunculkan motivasi untuk membalas dalam pertukaran sosial. Bentuk 

perilaku integritas pemimpin yang tinggi dapat memberikan rasa kepastian para 

pengikut dengan lebih cenderung mempercayai pemimpinnya. Agar individu 

bertindak secara integritas maka seorang individu harus menggunakan seluruh diri 

mereka berdasarkan apa yang telah mereka pelajari, beberapa hal yang mereka 

anggap benar, dan hal-hal yang mereka hargai.  

Gea (2014: 951) menyebutkan jika integritas adalah sesuatu yang terkait 

langsung dengan individu. Integritas diri berkaitan dengan sikap selalu 

mengedepankan tanggung jawab, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap janji. 

Ketahanan diri individu atau integritas individu tidak bisa disamakan dengan 

kondisi eksternal seperti organisasi dan keluarga. Misalnya integritas seorang ayah 



76 
 

tidak serta-merta dapat menjadi integritas anaknya. Namun integritas dapat 

diartikan sebagai suatu ketahanan diri untuk tidak tergoda dari berbagai desakan 

untuk lebih mengutamakan kepentingan dan keuntungan diri sendiri atau 

mengabaikan kepentingan orang lain dan nasib orang banyak. 

Integritas dalam filsafat hukum dan etika dianggap sebagai konstruksi 

filosofis, etis, hukum, dan psikologis yang menggunakan parameter fuzzy atau 

logika yang pengambilan keputusannya berdasarkan aturan (hukum) dengan tujuan 

untuk memecahkan masalah. Hukum sebagai prinsip moral yang konsisten, 

terutama untuk keadilan dan kesetaraan harus dapat diterapkan secara universal 

(yaitu mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan hukum harus tunduk 

pada aturan yang sama seperti orang lain). Orang yang berintegritas adalah 

seseorang yang dapat diandalkan dan dapat diprediksi perkataannya, maksudnya 

apa yang dia kehendaki dan lakukan seperti yang dia katakan, terlebih makna 

ucapan dan tindakannya sangat logis, masuk akal, dan tertata rapi tidak menyimpan 

kejutan buruk (Šamánková, Příhodová, dan Preiss, 2018: 113). 

Ada dua catatan yang dapat melengkapi sebuah gambaran tentang individu 

yang memiliki integritas sebagai berikut. Bagi individu yang berintegritas, vitalitas 

atau daya hidup partikularitas (terbatas) akan sangat penting untuk kebaikan 

bersama demi terwujudnya komunitas ideal. Daya hidup yang penuh dengan 

keterbatasan ketika dimanfaatkan secara kolektif tanpa ada kepentingan pribadi 

dapat menjadi semangat bersama dalam membentuk komunitas yang diharapkan. 

Dan setiap individu memiliki partikularitas yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya 

adalah terwujudnya kebaikan bersama. Dalam mewujudkan tujuan itu pasti banyak 
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rencana melalui upaya partisipasi terbaik namun penting untuk dipertimbangkan 

dalam mencapai suatu putusan yang dapat dijalankan secara masuk akal dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Maka individu yang berintegritas tidak akan berlindung 

dibalik partikularitas yang dimilikinya dengan bermalas-malasan, individu yang 

berintegritas akan meningkatkan mutu partikularitas yang dimilikinya (Endro, 

2017: 147-149). 

Huberts (2014: 41) menyebutkan bahwa hidup membutuhkan langkah yang 

integral sebagai aturan atau kriteria dalam mencapai integritas diri yaitu mengetahui 

apa yang dilakukannya dan tahu nilai serta norma apa yang digunakan. Sebenarnya 

perbuatan yang harus dilakukan terletak pada kesadaran dan kebijaksanaan (virtue). 

Berdasarkan pendapat (Barnard, Schurink, dan De Beer, 2008: 44), integritas dapat 

dicerminkan berdasarkan nilai-nilai seperti: orientasi yang berdasarkan prinsip-

prinsip hormat dan empati, keinginan untuk menjalani kehidupan yang bermakna 

dan terarah, kecenderungan untuk hidup berdasarkan pada tempat kontrol internal, 

dan suatu pendekatan untuk hidup yang di fasilitasi oleh optimisme dan antusiasme. 

Beberapa nilai-nilai yang dapat mencerminkan integritas seseorang diatas dapat 

dijelaskan seperti yang dibawah ini. 

Pertama, orientasi yang berdasarkan prinsip-prinsip hormat dan empati 

maksudnya integritas yang mencerminkan orang-orang memiliki orientasi 

berdasarkan pada penghargaan terhadap martabat orang lain serta menunjukkan 

perhatian dan pertimbangan untuk kepentingan dan kesejahteraan orang lain, 

dengan kata lain empati. Kedua, keinginan untuk menjalani kehidupan yang 

bermakna dan terarah maksudnya integritas didorong atau dimotivasi oleh 
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kebutuhan akan makna dan tujuan, bermanifestasi dalam upaya untuk menambah 

nilai, membuat perbedaan atau, dengan kata lain, berkontribusi pada sesuatu di luar 

diri.  

Ketiga, kecenderungan untuk hidup berdasarkan pada tempat kontrol 

internal maksudnya integritas memiliki hubungan dengan sikap terhadap kehidupan 

secara umum, yang mencerminkan pendekatan realistis dan bertanggung jawab 

terhadap kehidupan, peran yang dimainkan seseorang di dalamnya, dan pilihan 

yang diambilnya selama hidup. Selanjutnya, tempat kontrol internal mencerminkan 

keyakinan bahwa seseorang bukanlah makhluk yang tanpa harapan kepada siapa 

kehidupan terjadi, tetapi mereka berperan aktif dalam kehidupan melalui pilihan-

pilihan yang diambil dan reaksi sehari-hari. Dan keempat, suatu pendekatan untuk 

hidup yang di fasilitasi oleh optimisme dan antusiasme: Integritas ditampilkan 

dalam pendekatan yang optimis dan antusias terhadap kehidupan. Optimisme dan 

antusiasme berkaitan dengan memiliki energi positif (gairah) dan sikap positif 

terhadap kehidupan secara umum, yaitu percaya pada masa depan yang positif, 

bahwa masalah dapat diselesaikan dan bahwa seseorang tidak pernah tak berdaya. 

1) Fungsi Integritas 

Dalam pengembangan integritas pada diri seseorang perlu untuk 

mengetahui fungsi dari integritas itu sendiri. Barnard, Schurink, dan De Beer (2008: 

44-46) menjelaskan fungsi tertentu dalam proses pengembangan integritas dan 

usaha membentuk integritas sepanjang hidup seseorang dapat dikategorikan 

menjadi dua kelompok, antara fungsi kognitif dan afektif. Pertama, fungsi kognitif 

terdiri dari kecerdasan moral dan wawasan diri. Proses kognitif akan 
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membandingkan dan menyelaraskan nilai-nilai pribadi dan nilai yang diterima 

secara universal. Proses kognitif ini akan lebih jauh menampakkan rasa 

pengetahuan atau pemahaman diri seseorang untuk bertindak berdasarkan moral 

dengan memprioritaskan nilai-nilai. Seseorang dituntut untuk mampu melakukan 

penalaran terhadap moral. Maksudnya, aspek kognitif dari karakter yang baik akan 

membantu seseorang memahami makna mengapa penting untuk bertindak secara 

moral.  

Huberts (2014: 49) coba menyebutkan karakteristik khusus moral.  Dalam 

penjelasannya ada enam komponen penting karakteristik khusus moral ini. 

Beberapa diantaranya, meliputi suatu penilaian normatif, suatu penilaian yang 

menarik bagi persetujuan umum, suatu penilaian yang disertai dengan perasaan 

malu atau bangga, suatu penilaian yang menyangkut tindakan dan sikap, 

keterlibatan antarpribadi, dan kepentingan individu yang mendasar. 

Selanjutnya fungsi afektif terdiri dari hati nurani dan penghargaan diri. Hati 

nurani mengandung fungsi evaluatif yang menilai perilaku seseorang melalui 

ketentuan dasar moral, dengan akibat perasaan negatif jika perilaku seseorang tidak 

mencerminkan integritas. Hati nurani seseorang tidak hanya sebagai pengevaluasi 

pasca perilaku seseorang, tetapi juga sebagai evaluator atau motivator proaktif 

dalam arti bahwa ia menetapkan standar tertentu yang ingin dijalaninya. Dengan 

demikian hati nurani menjadi salah satu integral dari integritas yang akan 

mengarahkan perilaku baik seseorang sehingga menjadi sebuah prinsip dalam 

dirinya (Barnard, Schurink, dan De Beer, 2008: 46). 
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Integritas juga berkaitan dengan fungsi afektif diri, dengan kata lain 

menghargai diri sendiri.  Penghargaan diri berarti sebuah perasaan diri yang 

rasional dan positif yang mencakup rasa nyaman ketika berkumpul dan 

berhubungan dengan siapa saja. Integritas dengan demikian berfungsi untuk 

memastikan keselarasan perilaku seseorang dengan standar dalam ketentuan dasar 

moral dirinya. Dan integritas adalah kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi 

diri sendiri terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, seperti rasa hormat 

dan empati (Barnard, Schurink, dan De Beer, 2008: 46). 

Terwujudnya sebuah integritas dalam diri seseorang membutuhkan fondasi 

yang kokoh. Barnard, Schurink, Dan De Beer (2008, 42-43) menyebutkan ada dua 

kategori yang paling berpengaruh terhadap integritas diri seseorang, yakni moral 

dan batin. Seseorang yang berintegritas didasarkan pada prinsip moral untuk 

menjalankan kehidupannya. Moral sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang di 

internalisasi berfungsi sebagai norma dan standar dalam mengarahkan semua 

tindakan dan keputusannya. Mereka mengkonseptualisasi seperangkat keyakinan, 

nilai, dan prinsip sebagai pedoman moral mereka. Dengan demikian integritas 

ditentukan oleh sifat kontekstual dari pedoman moral seseorang yang didorong 

untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan, prinsip yang di internalisasi 

dalam diri mereka. 

Integritas memiliki hubungan dengan kebutuhan, aspirasi, keinginan, dan 

tujuan seseorang (yang dikonsepkan) sebagai dorongan batin. Relevansi dorongan 

batin dengan integritas tampaknya ada dua. Pertama, dorongan batin seseorang 

melalui rasa keinginan, kebutuhan, dan aspirasi sebagai motivasi untuk pencapaian, 
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kemajuan, dan kerja keras yang mendasari integritas. Kedua, memiliki nilai berbeda 

jika kebutuhan dan aspirasi pribadi seseorang menggoda untuk bertindak dengan 

cara yang tidak didasarkan pada integritas tetapi bertindak dengan cara yang egois 

mementingkan dan memikirkan diri mereka sendiri. Orang dengan integritas yang 

buruk digambarkan sebagai orang yang melayani kepentingan pribadi mereka 

sendiri. Dorongan batin mengandung motif untuk bertindak tanpa integritas dan 

untuk bertindak semata-mata demi keuntungan dirinya sendiri (Barnard, Schurink, 

Dan De Beer (2008: 43).  

Adanya integritas persona dengan demikian didorong oleh motif cita-cita 

pribadi seseorang yang terkandung dalam batinnya dan didorong oleh pedoman 

moral (nilai-nilai dan prinsip dalam dirinya). Keuntungan pribadi yang dicapai 

seseorang dengan cara yang tidak mencerminkan pertimbangan nilai-nilai 

(pedoman moral) menunjukan bukti bahwa integritas dalam dirinya masih terbatas. 

Beberapa kebutuhan yang dialami atas dorongan batin dan seringkali mengalahkan 

nilai-nilai dan prinsip seseorang sehingga membujuknya untuk bertindak secara 

egois menunjukkan integritas dalam diri seseorang masih terbatas. Dibutuhkan 

proses internal dalam diri setiap individu untuk menyelaraskan kedua elemen 

tersebut sehingga menciptakan sebuah sikap yang bijak. 

Wawasan diri seseorang membutuhkan proses internalisasi komponen 

kontennya (pengetahuan diri) secara kognitif melalui refleksi diri. Dalam upaya 

seseorang untuk berintegritas, refleksi diri ini tidak bisa dihindari karena sebagai 

tahap untuk melakukan introspeksi diri. Refleksi diri merupakan konsekuensi alami 

untuk memiliki integritas karena untuk memastikan keselarasan perilaku seseorang 
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dengan standar pedoman moral dalam dirinya (Barnard, Schurink, dan De Beer, 

2008: 44-46). Perasaan moral merupakan sisi emosional karakter yang penting bagi 

seorang anak dalam menentukan mana yang salah dan benar. Sisi emosional moral 

akan menentukan bagaimana besar kepedulian kita menjadi orang yang jujur, adil 

dan santun terhadap orang lain, serta akan berpengaruh terhadap pengetahuan moral 

dalam menuntun perilaku seseorang. Berbeda dengan pengetahuan moral, 

emosional moral memiliki enam dimensi yang penting untuk diperhatikan, seperti 

hati nurani, penghargaan diri, empati, mencintai kebaikan, kontrol diri, dan 

kerendahan hati (Lickona, 2013: 79-86). 

2) Perkembangan Integritas dalam Diri 

Dalam upaya untuk menggambarkan konteks perkembangan integritas, ada 

beberapa kategori yang mempengaruhi pengembangan integritas menurut Barnard, 

Schurink, dan De Beer (2008: 46). Beberapa kategori yang mempengaruhi 

pengembangan integritas sebagai berikut. Pertama, pengembangan integritas terkait 

terutama dengan teladan-peran orang tua tetapi juga dibentuk oleh orang lain yang 

signifikan. Kedua, pengembangan integritas didasarkan pada konteks agama 

seseorang. Ketiga, pengembangan integritas tergantung pada pengaruh normatif 

dari konteks budaya dan pendidikan seseorang. Pengembangan integritas dipupuk 

oleh didikan yang disiplin. Dan keempat, pengembangan integritas dipengaruhi 

oleh pengalaman hidup istimewa. 

Gea (2006: 16-24) mengistilahkan integritas sebagai keunggulan diri 

pribadi yang menjadikan seseorang hidup lebih sehat dan tanpa beban, karena 

mereka menjalankan hidup tanpa kepura-puraan dan kepalsuan. Integritas diri dapat 
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dilihat sebagai sikap mental yang selalu konsisten dalam menjalankan kehidupan. 

Ada beberapa karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan dalam memandang 

seorang yang berintegritas tinggi, dengan mengadopsi penjelasan Gostick dan 

Telford (2006). Beberapa karakteristik tersebut meliputi sadar akan hal kecil, 

menemukan yang benar, bertanggung jawab, membudayakan kepercayaan, 

menepati janji, peduli pada kebaikan yang lebih besar, jujur dan rendah hati, 

bertindak bagaikan diawasi, dan konsisten. Kesembilan karakteristik tersebut 

penting untuk ditanamkan kepada diri anak sejak dini. Karena nilai-nilai yang 

ditanamkan sejak dini akan menciptakan konsistensi sikap mental anak dalam 

menjalankan kehidupannya.  

Dalam konteks hubungan antara integritas dengan korupsi, Endro (2017: 

145) menjelaskan tentang pertentangan integritas dengan korupsi sehingga bisa 

terjadi. Pertama dengan adopsi istilah korupsi dari Aristotle dalam karyanya De 

Generatione et Corruptione bahwa korupsi adalah lawan dari 

pembentukan/pembangkitan generasi, mengacu pada sesuatu yang berhenti untuk 

menjadi, mengalami kemerosotan, atau yang binasa. Pada diri manusia, korupsi 

berarti sebuah kemerosotan dari kecenderungan yang seharusnya menjadi perilaku 

manusia.   

Gambaran tentang korupsi diatas merupakan tindakan tunggal yang secara 

rasional dipandang sebagai perilaku korupsi. Asumsi korupsi yang didasarkan pada 

tindakan tunggal bahwa setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli 

kepentingannya sendiri, bagi Hobbes dalam bahasanya bahwa manusia satu 

berbahaya bagi manusia lainnya. Namun berbeda dengan Endro (2017: 146) yang 
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menganggap bahwa setiap manusia dapat mengamankan keberadaan dan 

memenuhi kepentingannya melalui kesepakatan bersama. 

Dengan demikian ekspresi integritas secara langsung dapat dikatakan 

berlawanan dengan korupsi. Sebuah tindakan yang berintegritas mengarahkan 

fungsinya partikularitas (keterkondisian) untuk kebaikan bersama. Tindakan yang 

berintegritas mempromosikan atau memperbesar kemungkinan terbentuknya 

komunitas ideal, dan tindakan korupsi menjadi masalah karena dapat merusak dan 

memperkecil kemungkinan terwujudnya komunitas ideal. Secara subtansial arah 

antara integritas dan korupsi berlawanan dimana integritas tidak hanya secara 

empiris mencegah korupsi melainkan secara logis dapat menangkal korupsi (Endro, 

2017: 147).  

Pada akhirnya pribadi yang berintegritas dapat di ciri-cirikan sebagai 

berikut. Pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, maksudnya memiliki 

kemampuan hidup sosial yang semakin baik, kekayaan rohani yang semakin 

mendalam, dan mental yang kuat dan sehat. Kedua, kadar konflik dalam dirinya 

rendah, maksudnya dia tidak sedang berperang melawan dirinya sendiri (pribadinya 

menyatu) dan memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Ketiga, 

memiliki kemampuan dalam menata batin sampai pada tahap kebebasan batin 

sehingga tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan diri. 

Keempat, memiliki kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung 

risiko dan konsekuensi dari pilihan hidupnya yang religius. Kelima, seorang yang 

tidak mengalami banyak keraguan, dalam arti tidak bingung tentang mana yang 

benar atau salah, dan baik atau buruk. Keenam, memiliki kemampuan hidup secara 
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jernih, melihat hidup dengan apa adanya, dan bukan karena keinginannya. Dalam 

kasus ini bagaimana tidak lagi bersikap emosional, melainkan lebih objektif 

terhadap pengamatannya. Ketujuh, dapat membaktikan tugas, kewajiban atau 

panggilan tertentu yang dipandang penting (Gea, 2006: 25). 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian dari 

beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian 

yang dilakukan oleh Murdiono (2016), bahwa pendidikan antikorupsi yang 

diterapkan yaitu terintegrasi dalam pembelajaran PKn dalam penanaman karakter 

jujur siswa. Pelaksanaannya yaitu melalui pengembangan desain rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan cara menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam 

materi pembelajaran yang relevan. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

yaitu dengan diskusi dan simulasi. Terdapat persamaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh Murdiono (2016) dengan penelitian ini, yaitu pada implementasi 

pendidikan antikorupsi yang orientasinya pada penanaman nilai-nilai antikorupsi. 

Namun, perbedaannya dengan penelitian Murdiono (2016) yaitu lebih menitik 

beratkan pada pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PKn 

dan melalui metode diskusi dan simulasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lebih melihat penanaman nilai-nilai antikorupsi yang terintegrasi pada 

program sekolah baik secara kurikuler dengan mata pelajaran PPKn pada jenjang 

sekolah menengah atas atau sederajat, dan program ekstrakurikuler dalam 

membentuk warga negara muda yang berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Kedua, penelitian yang dilakukan Pratama dan Sumaryati (2015), bahwa 

dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa dapat menggunakan strategi 

inklusi. Strategi inklusi berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kepala 

sekolah melalui perencanaan kebijakan dan ketentuan yang terintegrasi dalam tata 

tertib guna menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Terdapat persamaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Sumaryati (2015) dengan 

penelitian ini, yaitu pada implementasi pendidikan antikorupsi yang di lakukan 

dengan mempertimbangkan kebijakan yang diterapkan. Namun, perbedaannya 

dengan penelitian Pratama dan Sumaryati (2015) yaitu pada pendekatan penanaman 

nilai-nilai antikorupsi hanya berfokus pada program ekstra dan peraturan-peraturan 

yang diterapkan dalam mendukung penguatan seluruh nilai-nilai pendidikan 

antikorupsi yang ditujukan kepada siswa. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Sukardi, Komalasari, dan Wihaskoro 

(2018), bahwa pendidikan antikorupsi bisa ditanamkan melalui penanaman nilai 

integritas pada siswa sekolah dasar. Dalam penanaman nilai integritas 

menggunakan buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi. Terdapat persamaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh Sukardi, Komalasari, dan Wihaskoro (2018) 

dengan penelitian ini, yaitu sama menekankan penanaman nilai integritas kepada 

siswa. Namun, perbedaannya dengan penelitian Sukardi, Komalasari, dan 

Wihaskoro (2018) yaitu pada jenjang sekolah yang diteliti dimana peneliti 

melakukan penelitian pada jenjang sekolah menengah atau sederajat. Penelitian ini 

juga ingin mengukur indeks persepsi antikorupsi para siswa sebagai bentuk 

integritas siswa sebagai warga negara muda di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir Penelitian
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Penelitian ini berjudul implementasi pendidikan antikorupsi sebagai upaya 

membentuk warga negara muda yang berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta 

di lakukan di tiga sekolah yang didasarkan pada lokasi masing-masing sekolah yang 

terletak di Kota/Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil PPDB jalur 

reguler tahun 2017, menempatkan SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 

Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman sebagai objek penelitian.  

Implementasi pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan bertujuan untuk 

menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa meliputi nilai kejujuran, 

kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, 

kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi 

tersebut peneliti menggunakan pendekatan secara kurikuler dan ekstrakurikuler. 

Pendekatan kurikuler dalam penelitian ini terintegrasi dalam mata pelajaran PPKn. 

Baik berupa rencana tujuan pembelajaran, desain pembelajaran, strategi yang 

digunakan, model penguatan yang digunakan, serta iklim di kelas. Sedangkan 

pendekatan ekstrakurikuler secara umum dilihat dari program-program dan 

kegiatan yang diterapkan sekolah. 

Dalam penelitian ini, pendidikan antikorupsi turut mengadopsi beberapa 

pendekatan dalam pendidikan kewarganegaraan dengan pertimbangan karena 

tujuan antara keduanya adalah sama-sama memberikan pendidikan nilai kepada 

siswa. Singkatnya, penelitian ini tidak hanya melakukan penelitian pendidikan 

antikorupsi di masing-masing sekolah. Namun, peneliti juga melakukan penelitian 

tentang skor/nilai persepsi dan perilaku antikorupsi serta ciri-ciri pribadi 

berintegritas yang ditujukan pada siswa sebagai bentuk integritas mereka.  
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Dalam mengukur skor/nilai persepsi dan perilaku antikorupsi para siswa di 

masing-masing sekolah, peneliti menggunakan acuan berdasarkan lingkup 

perilaku korupsi di keluarga, komunitas, dan publik, serta indikator jenis perilaku 

korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, 

kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Bagi peneliti nilai-nilai 

antikorupsi dapat menggambarkan seberapa besar kesadaran para siswa tentang 

antikorupsi secara persona. Seorang sebagai persona yang memiliki kesadaran 

antikorupsi dapat disebut sebagai seorang yang berintegritas. Selain itu dalam 

menilai integritas dalam diri siswa, peneliti juga mengukur ciri-ciri pribadi yang 

berintegritas dalam diri siswa sebagai wujud warga negara muda yang 

berintegritas. Tentunya para siswa sebagai warga negara muda yang kelak akan 

menjadi seorang warga negara penting memiliki integritas yang baik. Sekolah 

sebagai lembaga candradimuka diharapkan turut meningkatkan kualitas warga 

negara, dalam hal ini membentuk warga negara muda yang berintegritas (integrity 

of young citizens). Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

implementasi pendidikan antikorupsi sebagai upaya pembentukan warga negara 

muda yang berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

D. Pertanyaan Penelitian Pokok 

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan di SMA 

Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman? 
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a. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan 

melalui program ekstrakurikuler di SMA Negeri 6 Yogyakarta, 

SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman? 

b. Bagaimana implementasi pendidikan antikorupsi yang dilakukan 

secara kurikuler oleh Guru PPKn di SMA Negeri 6 Yogyakarta, 

SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman melalui kegiatan 

belajar mengajar di kelas? 

2. Bagaimana persepsi dan perilaku antikorupsi (PAK) serta ciri-ciri pribadi 

berintegritas siswa sebagai wujud warga negara muda yang berintegritas di 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 

a. Bagaimana persepsi dan perilaku antikorupsi (PAK) siswa di SMA 

Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 

Sleman? 

b. Bagaimana ciri-ciri pribadi berintegritas siswa di SMA Negeri 6 

Yogyakarta, SMA Negeri 2 Bantul, dan SMA Negeri 1 Sleman 

sebagai wujud warga negara muda di Daerah Istimewa Yogyakarta? 


